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RINGKASAN

Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember; Mussriani Ariyanti, 090910201101; 2016;

84 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjerat bangsa Indonesia. Oleh

karena itu pemerintah  berusaha mengatasi masalah itu dengan mengeluarkan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Penulis memfokuskan pada

bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) karena di dasari kepercayaan,

tanggung renteng dan kebersamaan. Program ini ditujukan khusus untuk kaum

perempuan yang memiliki pengadministrasian sederhana seperti kelompok pengajian

dan arisan. Program ini bertujuan memberdayakan perempuan sekaligus membantu

perekonomian keluarga tersebut. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan

pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Desa Plalangan

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat Kabupaten

Jember pada tanggal 17 Maret sampai dengan 17 Mei 2016. Penulis menggunakan

tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari informan inti yakni anggota

kelompok SPP. Jenis data yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data

sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan

dokumentasi. Data yang dihasilkan akan di analisis dengan menggunakan analisis

interaktif menurut Milles dan Huberman.

Hasil penelitiannya adalah program simpan pinjam khusus perempuan (SPP)

di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember kurang berjalan dengan

maksimal karena ada anggota kelompok SPP belum bisa berdaya guna. Hal ini

terlihat dari adanya kelompok yang lancar dan macet dalam pengembalian dana SPP.
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Penggunaan yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok SPP. Belum

mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi dan belum mampu mengakses

manfaat kesejahteraan hal ini dapat dilihat dari pinjaman yang tidak tepat sasaran,

tidak sesuai dengan ketentuan kelompok SPP yang berhak menerima pinjaman , dana

yang diperoleh kelompok berbeda-beda, ada yang jumlah besar dan kecil sehingga

hal ini yang menyebabkan anggota kelompok kurang optimal dalam mengembangkan

usaha dengan kata lain anggota kelompok tidak menunjukkan adanya kemampuan

dalam bidang Ekonomi dan Kesejahteraan.

Kesimpulannya adalah program simpan pinjam khusus perempuan di desa

Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tidak semuanya berjalan maksimal

karena masih ada pengembalian uang SPP kurang dari 100% karena  pemanfaat tidak

menggunakan dengan semestinya. Pihak Unit Pengelola Kegiatan dan Tim Verifikasi

diharapkan lebih selektif agar program tepat sasaran.
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1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di tengah

masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang,

permasalahan kemiskinan sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Miskin sering

diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya baik pangan, sandang, dan papan. Daerah-daerah di Indonesia khususnya

daerah yang masih tergolong daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi yang

cenderung berada dalam lingkaran kemiskinan, hal ini berkaitan dengan tingkat

kesejahteraan para penduduk. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang

perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan

membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya

masyarakat yang mengalami pengangguran.

Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain rendahnya

kualitas angkatan kerja, akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal,

rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumberdaya yang tidak efisien

dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selain dari berbagai pendapat di atas,

kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin,

seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha,

dan kondisi fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor

yang datang dari luar diri si miskin, seperti keterkucilan karena akses yang terbatas,

kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, sumberdaya alam yang terbatas,

kebijakan yang tidak berpihak dan lainnya. Sebagian besar faktor yang menyebabkan

orang miskin adalah faktor eksternal (Maipita, 2013).
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Dalam masyarakat suatu negara kadang sering dibedakan antara masyarakat

perkotaan, rural community dan urban community. Perbedaan tersebut sebenarnya

tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam

masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruh-pengaruh dari

kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja, pengaruh dari kota secara relatif tidak

ada. Warga suatu masyarakat perdesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan

lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat kota. Sistem

kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk

masyarakat perdesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya

tukang kayu, tukang genteng dan batu, tukang membuat gula dan bahkan tukang catut

(ingat sistem ijon), tetap inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan

disamping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja, oleh karena bila tiba

masa panen atau menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi segera

ditinggalkan (Basrowi, 2005:59).

Maka munculah istilah pemberdayaan yang semakin populer dalam konteks

pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan juga dapat dipandang

sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat.

Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong

kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat,

menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan

kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah mind set masyarakat

untuk berdaya dan mandiri. Kegiatan pemberdayaan tersebut yang pada hakikatnya

merupakan pembangunan sosial, harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung

oleh semua unsur mulai pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha,

LSM, organisasi sosial, masyarakat dan juga media masa. Pemberdayaan yang tepat

harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan

pendayagunaan (Anwas, 2013:48). Menurut Ife  (2008:130),

“Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang
dirugikan (the disadvantaged). Pernyataan ini mengandung dua konsep
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penting, keberdayaan dan yang dirugikan yang masing-masingnya perlu
dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan
sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan HAM”.

Pemberdayaan difokuskan pada pendayagunaan semua potensi yang dimiliki,

cara memelihara habitat sosial di sekitarnya, budaya dan lingkungan, serta cara

memahami dan membela hak-haknya sendiri. Langkah pertama dalam pemberdayaan

kaum perempuan adalah meningkatkan kemampuan pribadi perempuan untuk

bertindak sebagai individu. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan status

perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang akan berdampak langsung pada

peningkatan status sosial ekonomi keluarga dan masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat dalam

mengatasi kemiskinan, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007 yang dahulu disebut

Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya

untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya

dalam pembangunan diri, oleh dan untuk rakyat. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan

kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur

masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan

evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif,  kesadaran kritis dan kemandirian

masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga

mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan

kemiskinan  karena terbukti efektif. Untuk memperluas penyebaran pemberdayaan

terhadap masyarakat, maka muncullah program PNPM Mandiri Pedesaan yang

diharapakan nanti hasilnya dapat membangun masyarakat merata hingga ke daerah

terpencil.(Sumber:http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=439&Itemid=119.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di perdesaan dengan

menggunakan strategi pemberdayaan. PNPM Mandiri Perdesaan memiliki beberapa
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program yaitu kegiatan pendidikan masyarakat, kegiatan kesehatan masyarakat,

kegiatan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, dan kegiatan Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) untuk kelompok perempuan. Kegiatan pendidikan masyarakat

ditujukan dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kualitas SDM dengan

menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan. Kegiatan kesehatan

masyarakat didasari atas kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi

permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia dengan melaksanakan penyuluhan

kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan  sarana

prasarana kesehatan lingkungan. Bidang prasarana misalnya, perbaikan jalan,

jembatan, pasar desa, air bersih, dan lain-lain yang dapat mendukung peningkatan

ekonomi, derajat kesehatan, peningkatan kapasitas masyarakat serta memperhatikan

aspek keberlanjutan.

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang

selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun

tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan. Salah satu prinsipnya adalah kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian

prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun

perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan

dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian

kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

Berangkat dari gagasan kesetaraan dan keadilan gender, PNPM Mandiri

Perdesaan memiliki program pemberdayaan perempuan dalam bentuk kegiatan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah salah

satu program pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan

penggangguran bagi perempuan atau ibu rumah tangga yang tergabung dalam

kelompok dengan memberikan pinjaman sesuai dengan permintaan dalam proposal

yang diajukan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kegiatan pemberdayaan

permodalan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP). Program ini sasaran
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utamanya adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan

kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam

perempuan yang sudah ada di masyarakat. Kegiatan SPP ini mengikutsertakan

perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan selama ini tidak diberdayakan

padahal hubungan peran seorang perempuan dengan kesejahteraan itu berbanding

lurus. Jika perempuan dapat mengatur semuanya kesejahteraan dapat tercapai.

Perempuan disini diberi pinjaman dana (modal) untuk memperlancar usaha yang

mereka miliki dan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam bidang SPP ini,

semua perempuan dapat mengajukan bantuan dengan syarat dan ketentuan yang ada

dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan dalam peminjaman tidak ada jaminan.

Ketentuan kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah sebagai

berikut. (Aturan Teknis Perguliran, 2016:02 )

1. Mempunyai susunan pengurus.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam.
3. Mempunyai kelengkapan administrasi keuangan.
4. Berumur minimal 1 tahun.
5. Mempunyai jadwal pertemuan rutin.
6. Kelompok harus legal diakui oleh pemerintah setempat.
7. Memiliki usaha.

Pada umumnya kegiatan perempuan ini untuk membuka usaha dengan tujuan

agar pinjaman kelompok mudah dikembalikan untuk digulirkan kembali ke kelompok

lainnya. Kalau dalam pelaksanaannya bermasalah maka satu desa tersebut atau satu

kecamatan tersebut tidak akan mendapatkan program itu lagi. Tumbuhnya

kemandirian usaha masyarakat menjadi tujuan utama di samping tersedianya

prasarana memadai dalam usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya kaum

perempuan.

Jenis kegiatan SPP adalah memberikan tambahan dana modal kerja bagi

kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan

pengelolaan dana pinjaman. Disinilah kaum perempuan dilatih untuk memiliki sikap

mandiri serta mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga Indonesia
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yang lebih sejahtera. Dengan adanya program SPP, ibu rumah tangga mendapatkan

penghasilan tambahan sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan

keluarga. Tidak sedikit keluarga yang mampu meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraannya setelah mereka memanfaatkan modal usaha PNPM Mandiri

Perdesaan. Sudah saatnya SPP menjadi agen pembangunan yang memfasilitasi dan

memotivasi keterlibatan perempuan di dalam merumuskan kebijakan di segala aspek

kehidupan di tingkatan masyarakat serta kesejahteraan keluarga, terutama dalam

aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Di Kabupaten Jember tercatat, tahun 2015 terbentuk 4.187 jumlah kelompok

Simpan Pinjam Perempuan dengan modal awal senilai Rp 36.987.597.500 dan modal

awal ini masih terus bergulir. Data tersebut dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 1.1 Hasil Kegiatan Perkembangan Dana Bergulir/Simpan Pinjam Khusus Perempuan

No Kecamatan

Modal Awal (Rp) Aset saat ini (Rp) Jumlah

Kelompok

Jumlah

Pemanfaat

Tingkat

Pengembali

an (%)

1. Mumbulsari 1.714.272.500 2.858.424.107 144 1.790 87,67%

2. Ledokombo 1.057.125.000 2.496.959.779 146 1.045 88,50%

3. Sumberjambe 1.633.550.000 2.843.502.446 149 1.548 89,29%

4. Bangsalsari 2.269.000.000 5.296.587.409 148 2.024 90,64%

5. Sukowono 1.454.850.000 3.025.696.042 195 1.517 90,71%

6. Kalisat 1.329.850.000 3.007.831.114 162 2.082 91,77%

7. Pakusari 1.163.800.000 2.767.566.677 207 1.535 92,02%

8. Gumukmas 1.062.150.000 1.812.255.954 86 900 93,86%

9. Sukorambi 1.038.050.000 2.181.879.129 127 1.010 94,85%

10. Silo 1.675.400.000 3.463.875.956 154 2.153 96,23%

11. Tanggul 1.765.800.000 3.594.766.154 122 1.184 96,35%

12. Arjasa 1.950.700.000 3.666.380.479 177 1.531 96,37%

13. Puger 1.035.300.000 2.397.491.361 140 1.216 96,75%

14. Panti 1.040.750.000 2.309.472.710 164 1.235 97,11%

15. Sumberbaru 1.768.300.000 2.957.835.277 142 1.196 97,17%

16. Mayang 1.735.650.000 4.150.402.927 189 2.233 97,48%

17. Ajung 1.382.650.000 2.862.577.905 201 2.044 97,55%

18. Jombang 1.798.500.000 3.616.701.911 186 1.974 97,56%

19. Jelbuk 1.170.900.000 4.476.232.415 195 2.567 97,94%

20. Jenggawah 1.398.800.000 3.234.390.700 168 1.703 98,18%

21. Rambipuji 1.453.050.000 3.203.821.244 181 2.134 98,67%

22. Balung 1.577.800.000 3.036.231.358 162 1.466 99,31%

23. Kencong 1.773.300.000 4.690.183.717 164 1.766 99,56%

24. Semboro 709.050.000 1.576.465.088 141 915 99,85%

25. Umbulsari 924.700.000 1.927.526.404 92 702 99,87%

26. Wuluhan 1.104.300.000 2.866.250.915 245 1.884 100,00%

Sumber: Laporan Bapemas Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 26 Kecamatan di Kabupaten

Jember memiliki prosentase yang berbeda. Kecamatan yang prosentase 100% dapat

dikatakan dalam peminjaman dana SPP sangatlah bagus sedangkan yang tidak

mencapai 100% masih ada jumlah peminjaman yang belum dikembalikan. Peneliti

memilih Kecamatan Kalisat karena Kecamatan Kalisat memiliki jumlah prosentase

91,77% dengan jumlah pemanfaat 4 terbanyak Se- Kabupaten Jember yaitu 2.082
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dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini membuktikan SPP dapat berjalan di

Kecamatan Kalisat. Adapun prosentase dari kegiatan SPP di Kecamatan Kalisat

adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Laporan Pengembalian Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)

No Kelompok
Jumlah Pemanfaat Prosentase Pengembalian (%)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Gambiran 1.335 1.480 1.614 1.846 90,6 89,6 91,1 91,9

2. Plalangan 814 1.001 1.147 1.416 97,9 95,2 98,2 96,8

3. Ajung 1.461 1.673 1.884 2.356 88,1 96,5 97 97,3

4. Glagahwero 331 399 442 543 75,6 72,8 74,6 78,4

5. Sumber Jeruk 521 554 554 559 92 85,6 85,6 85,7

6. Gumuksari 634 644 644 644 91,9 87,3 87,8 87,8

7. Patempuran 763 976 1.143 1.327 97,7 96,9 92,8 87,3

8. Kalisat 1.347 1.553 1.765 2.165 94,9 94,1 95,3 95,8

9. Sumber Ketempa 615 771 828 840 93,2 91,9 88,8 87,8

10. Sukoreno 270 270 296 536 86,2 78,7 77,3 82,9

11. Sumber Kalong 707 824 876 991 96,5 92,2 91,4 92,3

12. Sebanen 247 247 247 333 92,6 78 78 81,8

Sumber: Laporan Pengembalian SPP Tahun 2012-2015

Berdasarkan data di atas terlihat dengan jelas prosentase pengembalian SPP

dengan arti jika jika prosentase semakin besar dikatakan bagus atau sangat baik

dalam pengembalian pinjaman. Kecamatan Kalisat ini terdiri dari dua belas desa yaitu

Desa Ajung, Desa Glagahwero, Desa Sebanen, Desa Plalangan, Desa Gambiran, Desa

Gumuksari, Desa Kalisat, Desa Patempuran, Desa Sukoreno, Desa Sumber Jeruk,

Desa Sumber Kalong, dan Desa Sumber Ketempa.

Dalam penelitian ini Peniliti memfokuskan pada Desa Plalangan yang telah

menerima dana SPP dari awal dan dalam proses pengembalian terlihat lancar

dibandingkan dengan desa lainnya dan memiliki jumlah pemanfaat yang semakin

bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu, Desa Plalangan merupakan desa dengan

tingkat kemiskinan masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya di

Kecamatan Kalisat. Hal ini dapat dibuktikan oleh data di bawah ini.
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Tabel 1.3 Data Penduduk miskin di Kecamatan Kalisat

No Desa
Jumlah Penduduk Miskin

1 2 3
1. Plalangan 1.159

2. Patempuran 1.120

3. Sumber Ketempa 1.052

4. Ajung 1.010

5. Kalisat 906

6. Gambiran 902

7. Sumber Jeruk 713

8. Sukoreno 679

9. Gumuksari 602

10. Glagahwero 588

11. Sumber Kalong 530

12. Sebanen 515

Sumber: Data Sekunder Kecamatan Kalisat 2015

Fenomena yang terjadi di Desa Plalangan adalah terdapat perbedaan sebelum

dan sesudah perempuan mengikuti kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Sebelum

mengikuti kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan, perempuan banyak yang

bergantung pada penghasilan suami yang rata-rata hanya bekerja sebagai buruh tani.

Perempuan ada pula yang mempunyai usaha belum mengikuti SPP namun modalnya

kecil sehingga usahanya menjadi tidak berkembang dan dalam kondisi darurat

memaksa perempuan untuk meminjam uang dari pihak lain yaitu bank harian dengan

bunga yang besar. Bank harian merupakan alternatif utama perempuan untuk

meminjam karena tidak mempunyai pilihan lain sehingga belum selesai mengatasi

kondisi keuangan keluarganya, perempuan telah terbelit hutangnya ke bank harian.

Setelah beralih dari bank harian, kontribusi besar diberikan oleh perempuan

dengan memanfaatkan modal SPP untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perempuan di Desa Plalangan bisa mengembangkan potensinya terutama dalam

bidang informal misalnya membuka berbagai usaha warung, toko, usaha krupuk, dan

berbagai usaha lainnya yang akhirnya dapat memberikan penghasilan tambahan untuk
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membeli keperluan dalam rumah tangga tanpa harus membebani suami. Jika

sebelumnya perempuan hanya menunggu penghasilan suami yang relatif kecil untuk

membeli kebutuhan dalam rumah tangga, maka sekarang setelah mempunyai

penghasilan sendiri perempuan bisa membeli barang kebutuhan secara mandiri tanpa

menunggu penghasilan suami yang tidak menentu. Jumlah kelompok SPP di Desa

Plalangan yaitu sebanyak 22 kelompok sebagaimana data di bawah.

Tabel 1.4 Data Kelompok SPP Tahun 2016 Desa Palalangan

No. Nama Ketua Kelompok Usaha Pinjaman
1. Fitriya Nurul Islam 1&2 Warung Rp  49.500.000,00
2. Lilis Al Hidayah 1&2 Mindreng Rp  15.000.000,00
3. Lailip Khoirunissa 1&2 Tani Rp  22.200.000,00
4. Siti Aisyah Dasa Wisma 2 Peracangan Rp 18.000.000,00
5. Nur Hasanah Jaya Makmur Jual Ikan Hias Rp 6.000.000,00
6. Nur Hasanah AL Fatah Guru Rp  26.300.000,00
7. Siti Fatimah Ahrommah 1&2 Guru Rp  47.000.000,00
8. Tutik Arifah Nurul Makrifah B Mindreng Rp 9.000.000,00
9 Suyinah Annisak Rongsokan Rp 11.000.000,00
10. Qurrotul Aini Nurus Shofa Jual Mie Rp 21.000.000,00
11. Suwarni Kamboja Jual Mie Rp 5.000.000,00
12. Susyati PKK Desa 1&2 - Rp 16.500.000,00
13. Nur Muslimat - Rp 6.600.000,00
14. Siti Fatimah Muslimat Ahhromah - Rp 34.500.000,00
15. Nurul Dama Dahlia 28 Warung Rp 8.000.000,00
16. Vita Dahlia 28B - Rp 7.000.000,00
17. Farida Dasa Wisma Jual Rujak Rp 18.000.000,00
Sumber: Laporan Pengembalian SPP Desa Plalangan

Data di atas adalah data kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)

yang masih aktif dan masih berjalan sampai saat ini ada 17 kelompok sedangkan yang

tidak boleh mengajukan pinjaman lagi ada 7 kelompok artinya kelompok tersebut

macet dalam pengembalian uang SPP.

Kelompok yang macet rata-rata dikarenakan masalah kurang tepatnya warga

yang pantas untuk menerima dana SPP. Masalah ini muncul ketika penulis
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melakukan wawancara awal di desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember,

masalah yang disampaikan oleh Tim Verifikasi yaitu Ibu Siti sebagai berikut.

“Anggota kelompok SPP untuk tahun 2016 berjumlah 22 orang.
Masing-masing  berbeda jumlah anggotanya perkelompok. Yaah,
yang menerima SPP tidak semua masyarakat miskin mbk, usahanya
ya macam-macam paling banyak peracangan, ada juga yang jual
bakso, cilok, jualan di sekolah. Dari 22 kelompok tidak semua
pinjam untuk usahanya sendiri, ada yang cuma pinjam nama, artinya
nama saja yang digunakan buat pengajuan mendapat pinjaman, nanti
uang pinjamannya digunakan untuk usaha suami atau menantu atau
anaknya atau saudaranya. Jadi, karena uang pinjaman yang didapat di
SPP tidak digunakan sendiri akhirnya usaha yang dimiliki anggota
SPP tidak berkembang pesat”. (Wawancara 25 Maret 2016).

Pertimbangan peneliti dalam memilih program SPP di Desa Plalangan

kecamatan Kalisat dikarenakan pada program Simpan Pinjam khusus Perempuan

peneliti menemukan adanya kesenjangan yang berwujud pada penyimpangan fungsi

dana pinjaman oleh anggota. Anggota yang tergabung dalam kelompok SPP tidak

sepenuhnya pinjaman digunakan untuk usaha sendiri, adapun anggota kelompok SPP

yang mengatas namakan untuk pengajuan mendapatkan dana pinjaman akan tetapi

dana pinjam tersebut digunakan untuk keperluan usaha keluarga lainnya seperti usaha

suami ataupun sanak saudara dan ada anggota kelompok yang tidak mempunyai

usaha tetapi anggota tersebut tetap lolos verifikasi dan mendapatkan bantuan dana.

Selain itu tidak seluruhya yang mendapatkan pinjaman adalah rumah tangga miskin,

hal tersebut yang menyebabkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan dana.

Dari 22 kelompok 7 kelompok diantaranya tidak sesuai dari yang semestinya

ditetapkan yaitu yang seharusnya dana pinjaman di gunakan untuk usaha akan tetapi

di gunakan untuk di buat untuk keperluan lain di luar usaha. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat dalam tabel 1.5
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Tabel 1.5 Data Kelompok SPP yang Macet dalam Pengembalian

No Nama Ketua Kelompok Keterangan
1. Susyati PKK Desa 1&2 Pinjaman digunakan untuk TKW
2. Nur Muslimat Tidak mempunyai usaha
3. Siti Fatimah Muslimat

Ahhromah
Usaha anggota macet

4. Nurul Dama Dahlia 28 Pinjaman digunakan untuk biaya Rumah
sakit

5. Vita Dahlia 28B Tidak mempunyai usaha
6. Farida Dasa Wisma Pinjaman digunakan untuk membangun

rumah
Sumber: Data Primer dan wawancara yang diolah tahun 2016

Hal ini diperkuat oleh Ibu Nur ketua kelompok Muslimat yang menyatakan:

“Saya minjam di SPP awalnya buat modal suami dagang bakso, tapi
yaa di buat beli beras, buat bayar sekolah. Sebenarnya saya enggak
punya usaha, jadi minjam ya atas nama. Jadinya sekarang bingung
mau ngembalikan terus usaha bakso juga macet alias sudah
bangkrut”. (Wawancara tanggal 27 April 2016).

Pernyataan dari hasil wawancara di atas diperkuat oleh Ibu Nur Hasanah

selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai berikut.

“Anggota SPP yang meminjam tidak sepenuhya dana pinjaman
digunakan untuk modal usaha dirinya sendiri, ada yang dibuat
tambahan keluarganya, ada yang minjam atas nama istri buat usaha
suami. Malah ada yang di pake sendiri jadi pas pengembalian susah
buah ngembalikannya”. (Wawancara tanggal 02 Mei 2016).

Latar belakang inilah yang membuat peneliti ingin mendeskripsikan

bagaimana pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan di desa Plalangan

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
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1.2 Perumusan Masalah

Dalam setiap penelitian, ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan yaitu

perumusan masalah. Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian

karena suatu penelitian selalu berangkat dari suatu permasalahan yang ada didalam

masyarakat. Masalah menjadi pedoman kerja dalam suatu penelitian.

Menurut Sugiono (2005:32), “Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan

antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. ”Perumusan masalah

diperlukan untuk memperoleh penyelesaian yang akurat. Hal ini seperti yang

dikemukakan Sugiono (2005:325) bahwa, ”Setelah masalah yang akan diteliti itu

ditentukan  (variabel apa saja yang akan diteliti, dan bagaimana hubungan variabel

satu dengan yang lain) dan supaya masalah  dapat terjawab secara akurat maka

masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. "Rumusan masalah

merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang diteliti oleh

peneliti (John W Creswell:191)". Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam

penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana Pemanfaatan Dana Simpan

Pinjam khusus Perempuan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian

digunakan untuk lebih memperinci dan memperjelas apa yang nantinya akan diteliti.

Jika tidak mempunyai tujuan maka penelitian itu tidak akan terarah karena tidak

dapat menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu penelitian harus

mempunyai tujuan tertentu dan tujuan tersebut menjadi pedoman dalam penelitian.

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan di Desa

Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
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1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi kepustakaan

bagi yang berkepentingan pada umumnya khusunya dalam bidang Ilmu

Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam melihat pelaksanaan program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di

Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

c. Manfaat Pribadi

Bermanfat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan peneliti sekaligus

sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan

menyelesaikan studi pada program studi  Ilmu Administrasi Negara.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam upaya pembahasan masalah suatu penelitian, akan memerlukan suatu

konsep atau pemandangan yang benar dan jelas, guna memperoleh jawaban atas

pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dan unsur penelitian yang paling besar

peranannya dalam penelitian adalah konsep karena dengan adanya konsep inilah

penelitian mencoba untuk menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat

penelitian. “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposi yang

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan

antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan

fenomena”. (Kerlinger dalam Sugiono 2008:41).

Konsep digunakan untuk menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan

suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling keterikatan. Konsep yang bersifat

abstrak banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sosial. Dalam memahami teori

haruslah terlebih dahulu memahami tentang pengertian konsep. Melalui konsep,

peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan

menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang

lainnya. Dengan demikian tujuan konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan

pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan

mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Berdasarkan paparan di

atas maka konsep-konsep yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

2.1 Kemiskinan

2.2 Konsep Pembangunan

2.3 Konsep Pemberdayaan Perempuan

2.4 Kerangka Konseptual
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2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian,

sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat (penduduknya) berada pada standar

hidup yang rendah (Kabul Santoso, 1992). Pada kajian standar hidup rendah yang

digolongkan sebagai penduduk miskin di Indonesia dikonotasikan sebagai rumah

tangga penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan.

Konsep kemiskinan menurut Rudolf S Sinaga dan Benyamin White (1980)

terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah (natural poverty) dan kemiskinan

buatan (artificial poverty). Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul

sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat

perkembangan teknologi yang sangat rendah sedangkan kemiskinan buatan lebih erat

hubungannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu

sendiri. Kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang ada

membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan

fasilitas-fasilitas secara merata.

Berbagai konsep dan pendekatan terus menerus dikembangkan untuk

melukiskan mengenai kemiskinan. Suyanto (1996:1) membedakan kemiskinan

menurut jenisnya dan penyebab yang melatar belakanginya yaitu sebagai berikut.

a) Kemiskinan relatif, yakni yang dinyatakan dengan berapa persen dari

pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas

pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan nasional yang

diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

b) Kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut

dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,

seperti : sandang, pangan, papan, pemukiman dan pendidikan.
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Di Indonesia usaha untuk memahami kemiskinan lebih didominasi oleh

penggunaan konsep kemiskinan absolut. SMERU (dalam Suharto et al., 2004:7-8)

mengungkapkan, Kemiskinan sendiri memiliki beberapa ciri diantaranya,

1) Ketidak mampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).

2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi.

3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga).

4) Kerentaan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal.

5) Rendahnya kwalitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.

6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan.

8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita

korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal

dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, Davic Cox (2004:1-6)

dalam Suharto (2005:132-133) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi

antara lain.

1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan

pemenang dan ada yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara

maju sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin

terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan

persyaratan globalisasi.

2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten

(kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan

(kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan

kecepatan pertumbuhan perkotaan.

3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak,

dan kelompok minoritas.

4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-

kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik,

bencana alam, kerusakan ligkungan dan tingginya jumlah penduduk.

2.2 Pembangunan

Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan,

pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri (Susanto, 2008).

Menurut Misra (1981), pembangunan adalah meningkatkan pencapaian sasaran akan

nilai budayanya yang menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu. Ini menunjukkan

bahwa pembangunan bukan saja pada pertumbuhan ekonomi semata namun yang

lebih penting adalah perbaikan kualitas kehidupan diri, sosial, dan lingkungan

meningkat lebih baik. Pada awal tahun 1990-an muncul gagasan tentang

pemberdayaan penduduk yang hasilnya diukur dengan Indek Pembangunan Manusia

(Human Development Indeks). Indikator HDI yaitu rata-rata usia harapan hidup

seseorang dihitung sejak saat kelahirannya. Kedua, rata-rata tingkat pendidikan yang

ditempuh oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun dan angka melek huruf. Ketiga,

kemampuan ekonomi penduduknya diukur dengan angka pendapatan rata-rata

penduduknya.

Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, tahun 2000 kepala negara dari seluruh

dunia atas studi dan kesimpulan PBB sepakat untuk mengarahkan dan mengukur

pembangunan berbasis manusia dan masyarakat itu dalam suatu paket yang disebut

sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Ada delapan kesepakatan dalam

MDGs yang akan ditindak lanjuti di setiap negara, yaitu: (1) pengurangan kemiskinan

dan kelaparan, (2) pencapaian pendidikan dasar umum, (3) mempromosikan

persamaan gender dan lebih memperkuat kaum perempuan, (4) mengurangi kematian
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anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan

penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelangsungan lingkungan hidup, dan (8)

mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan.

Dalam MDGs yang menjadi titik sentral pembangunan adalah manusia, atau

pembangunan berpusat pada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan

manusia sebagai titik sentral menurut Suyono (2009) yaitu menjadikan penduduk

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berumur panjang, cerdas,

terampil, mempunyai kesetaraan gender yang seimbang, dan mampu dan memiliki

pekerjaan yang mendapatkan penghasilan. Pembangunan yang berpusat pada manusia

juga harus berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat.

Menurut Siagian (2003:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh

oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan

(development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti

politik, ekonomi, infranstruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan

dan budaya (Alexander dalam Siagian, 2003:4). Mardikanto (2012:2) menyatakan

bahwa pembangunan merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memperbaiki

kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki

kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi secara terus menerus. Berdasarkan

definisi di atas, pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan

berkelanjutan dalam rangka menuju perubahan kondisi yang lebih baik dari kondisi

sebelumnya.

Siagian (2003:4) menyampaikan suatu pembangunan penting untuk

dilakukan, seperti berikut.

a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan

rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari

tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain

merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut,
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seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan

akan diperoleh.

b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu

untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya

seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar

dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat

dikategorikan sebagai pembangunan.

c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang,

jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan

berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan

pada jangka waktu tertentu di masa depan.

d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.

Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara

bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan

kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna

bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam

menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka

waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan

sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang

sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan

status quo yang ada.

e. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan

antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya,

cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.

Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik

dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus

tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang

dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-
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aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu

pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi

pembangunan yang akan ditempuh.

f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per

definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup

seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah

dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan

bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya

dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang

sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi

yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara

bangsa lain tersebut.

Adapun dalam manajemen pembangunan dijelaskan, manajemen

pembangunan adalah manajemen publik (negara) dengan ciri tertentu, seperti juga

administrasi pembangunan adalah administrasi publik dengan ciri tertentu, seperti

juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang memiliki ciri

tertentu pula. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang

cukup nyata, yakni (1) perencanaan, (2) pengerahan (mobilisasi) sumber daya, (3)

pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat, (4) pengganggaran, (5)

pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, (6) koordinasi,

(7) pemantauan dan evaluasi, dan (8) pengawasan. (Kartasasmita, 1997:48).

2.3  Pemberdayaan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Masalah-masalah publik dapat terjadi bila masyarakat belum atau tidak

berdaya. Ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup pada
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akhirnya dapat menjerumuskan mereka pada masalah publik seperti kemiskinan.

Sennet et al. (dalam Suharto, 2005:61) menyatakan,

“ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:
ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik,
ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan maupun emosional”.
dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya
ketegangan fisik.”

Berdasarkan pernyataan di atas maka dibutuhkan peran pemerintah untuk

mengatasi permasalahan publik salah satunya yaitu melalui kegiatan pemberdayaan.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai definisi pemberdayaan,

Soeharto (2005:59) menyatakan bahwa,

“pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasukindividu-
individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,
maupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas
kehidupannya”.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan berupa transfer daya

yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap

kegiatan pemberdayaan pasti memiliki tujuan, namun pada dasarnya, inti dari

pemberdayaan adalah membentuk kemandirian. Hal ini sejalan dengan pendapat

Winami (dalam Sulistiyani, 2004:79) yang mengungkapkan bahwa, inti dari

pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat

potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Selanjutnya

Sulistiyani (2004:80) menjelaskan,

“tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka
lakukan tersebut...ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan,
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memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi
mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tujuan dari pemberdayaan itu

mengarah kepada tercapainya masyarakat yang berdaya. Dengan demikian, dapat kita

ketahui bahwa sasaran dari suatu pemberdayaan adalah masyarakat yang tidak

berdaya. Menurut Suharto (2005:60) bahwa terdapat beberapa kelompok yang bisa

dimasukkan ke dalam kategori sebagai kelompok tidak berdaya. Pertama adalah

kelompok lemah  secara struktural. Adapun contoh yang termasuk di dalam

kelompok ini adalah lemah secara kelas dan gender. Kemudian yang kedua adalah

kelompok lemah khusus semisal anak-anak, manula, masyarakat tersaing. Terakhir

adalah kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mengalami permasalahan

pribadi dan atau keluarga.

Kartasasmita (dalam Mardikanto dan Purwoko, 2012:163) menyatakan

bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat

tidak dijadikan obyek dari berbagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek

dari pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan

harus megikuti pendekatan sebagai berikut:

a. Upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara populer disebut

pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan

program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan

kebutuhannya.

b. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan

oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan

masyarakat yang menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni

supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan

kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan

keberdayaan (emperowing) masyarakat dengan pengalaman dalam

merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya

peningkatan diri dan ekonominya.
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c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri – sendiri

masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah – masalah yang

dihadapinya, juga lingkup bantuan yang menjadi terlalu luas kalau

penaganannya dilakukan secara individu, karena itu seperti telah disinggung

dimuka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari

penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Disamping itu kemitraan usaha

antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus

menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan

memajukan.

2.3.2  Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional,

maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan

seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan

sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa

saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Suharto 2005:63) menyatakan

bahwa.

“Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan
mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan
mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan
politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi derajat
kekuasaan, yaitu: kekuatan di dalam (power within), kekuasaan untuk
(power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan
(power with)”.

Berdasarkan pendapat Schuler, Hashwmi, dan Riley tersebut lebih lanjut dapat

digambarkan keberhasilan pemberdayaan yang dilihat dari tingkat keberdayaan

dengan kekuasaan masyarakat, dimana masyarakat tersebut adalah perempuan yang

memiliki usaha. Berikut adalah tabel tingkat keberhasilan masyarakat yang dilihat

berdasarkan indikator keberdayaan.
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Tabel 2.1: Indikator Pemberdayaan

Jenis hubungan Kekuasaan Kemampuan ekonomi Kemampuan mengakses
manfaat kesejahteraan

Kemampuan kultural dan
politik

Kekuasaan di dalam:
Meningkatkan kesadaran
dan keinginan untuk
berubah

 Evaluasi positif terhadap
kontribusi ekonomi
dirinya

 Keinginan memiliki
kesempatan ekonomi
yang setara

 Keinginan memiliki
kesamaan hak terhadap
sumber yang ada pada
rumah tangga dan
masyarakat

 Kepercayaan diri dan
kebahagiaan

 Keinginan memiliki
kesejahteraan yang setara

 Keinginan membuat
keputusan mengenai diri
dan orang lain

 Keinginan mengontrol
jumlah anak

 Assertiveness dan otonomi
 Keinginan untuk

menghadapi subornisasi
gander termasuk tradisi
budaya, diskriminasi hukum
dan pengecualian politik

 Keinginan terlibat dalam
proses-proses budaya,
hukum dan politik

Kekuasaan untuk:
Meningkatkan kemampuan
individu untuk berubah:
meningkatkan kesempatan
untuk memperoleh akses

 Akses terhadap
keuangan mikro

 Akses terhadap
pendapatan

 Akses terhadap aset-aset
produktif dan
kepemilikan rumah
tangga

 Akses terhadap pasar
penurunan beban dalam
pekerjaan domestik,
termasuk perawatan
anak

 Keterampilan, termasuk
kemelekan huruf

 Status kesehatan dan gizi
 Kesadaran mengenai dan

akses terhadap pelayanan
kesehatan produksi

 Ketersediaan pelayanan
kesejahteraan publik

 Mobilitas dan akses terhadap
dunia luar rumah

 Pengetahuan mengenai
proses hukum, politik dan
kebudayaan

 Kemampuaan
menghilangkan hambatan
formal yang merintangi
akses terhadap proses
hukum, politik dan
kebudayaan

Kekuasaan atas: perubahan
pada hambatan-hambatan
sumber dan kekuasaan pada
tingkat rumah tangga,
masyarakat dan makro:
kekuasaan atau tindakan
individu untuk menghadapi
hambatan-hambatan
tersebut

 Kontrol atas
penggunaan pinjaman
dan tabungan serta
keuntungan yang
dihasilkan

 Kontrol atas aktivitas
produktif keluarga yang
lainnya

 Kontrol atas aset
produktif dan
kepemilikan keluarga

 Kontrol atas alokasi
tenaga kerja keluarga

 Tindakan individu
menghadapi
diskriminasi atas akses
terhadap sumber dan
pasar

 Kontrol atas ukuran
konsumsi keluarga dan
aspek bernilai lainnya
dari pembuatan
keputusan keluarga
termasuk keputusan
keluarga berencana

 Aksi individu untuk
mempertahankan diri
dari kekerasan keluarga
dan masyarakat

 Aksi individu dalam
menghadapi dan mengubah
persepsi budaya kapasitas
dan hak wanita pada tingkat
keluarga dan masyarakat

 Keterlibatan individu dan
pengambilan peran dalam
proses budaya, hukum dan
politik

Kekuasaan dengan:
Meningkatnya solidaritas
atau tindakan bersama
dengan orang lain untuk
menghadapi hambatan-
hambatan sumber dan
kekuasaan pada tingkat
rumah tangga masyarakat
dan makro

 Bertindak sebagai model
peranan bagi orang lain
terutama dalam
pekerjaan publik dan
modern

 Mampu memberi gaji
kepada orang lain

 Tindakan bersama
menghadapi
diskriminasi pada akses
terhadap sumber
(termasuk hak atas
tanah), pasar dan
diskriminasi gander
pada kontek ekonomi
makro

 Penghargaan tinggi
terhadap dan peningkatan
pengeluaran untuk
anggota keluarga

 Tindakan bersama untuk
meningkatkan
kesejahteraan publik

 Peningkatan jaringan untuk
memperoleh dukungan pada
saat kritis

 Tindakan bersama untuk
membela orang lain
menghadapi perlakuan salah
dalam keluarga dan
masyarakat

 Partisipasi dalam gerakan-
gerakan menghadapi
subordinasi gander yang
bersifat kultural, politis,
hukum pada tingkat
masyarakat dan makro

Sumber: Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Mardikanto 2012:292)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26

Indikator pemberdayaan yang tersaji dalam tabel di atas tidak digunakan

seluruhnya. Indikator yang digunakan adalah jenis hubungan kekuasaan dilihat dari

sektor kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan.

Sedangkan indikator dalam sektor kemampuan kultural dan politik tidak sesuai

dengan tujuan pemberdayaan masyarakat bidang SPP yaitu menciptakan daya guna

dan kemandirian bagi anggota kelompok SPP.

Indikator kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat

kesejahteraan dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

A. Indikator kemampuan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Bertambahnya modal usaha untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan

produktivitas usaha ekonomi masyarakat misalnya warung, peracangan,

dan lain-lain.

2. Kemudahan akses dalam mendapatkan pinjaman, kemudian akses dalam

meningkatkan pendapatan, kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan

rumah tangga.

3. Kontrol atas penggunaan pendapatan dan memiliki kemampuan untuk

mengembangkan usahanya serta dapat bertindak dalam pemecahan

hambatan-hambatan yang terjadi.

4. Dapat memberi lapanagan kerja bagi orang lain dan bekerja sama dengan

orang lain dalam mengembangkan usahanya.

B. Indikator kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan adalah sebagai

berikut.

1. Mempunyai kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam hidup karena

mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa kesenjangan

sosial dengan orang lain.

2. Mempunyai keterampilan lain untuk mengembangkan usaha serta

menambah pendapatan keluarga

3. Kontrol atas konsumsi keluarga
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2.3.3 Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Indonesia telah memulai program pemberdayakan kaum

perempuan sejak tahun 1978. Indonesia telah membentuk Menteri Muda Urusan

peranan Wanita, kemudian meningkat menjadi Menteri Negara Urusan Peranan

Wanita dan terakhir Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan hingga sampai saat

ini tahun 2010. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia yang secara

langsung memenuhi amanat sidang PBB pada Juni 2000 di New York tentang

Kesetaraan dan Keadilan Gender (MENUP PW:2002). Keseriusan pemberdayaan

perempuan di Indonesia di dasarkan pula pada delapan tujuan pembangunan dunia”

yang sering disebut dengan The Millenium Development Goals” (MDGs),

diantaranya adalah: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai

pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu,

(6) memerangi HIV/AIDS Malaria dan Penyakit menular lainnya, (7) memastikan

kelestarian lingkungan hidup, dan (8) membangun kemitraan global untuk

pembangunan (Laporan Perkembangan MDGs Indonesia 2005 dalam

Wrihatmolo:2006).

Pada kesempatan koferensi tingkat dunia yang lain, pemerintah Indonesia

telah meratifikasi Convention on the Elimination of All form Discrimination Against

Women (CEDAW),   Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu

kebijakan yang dituangkan dalam misi peberdayaan perempuan sebagai berikut.

1. Peningkatan kwalitas hidup perempuan diberbagai bidang strategis.
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.
3. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.
4. Penegakan Hak Azazi Manusia (HAM) bagi perempuan.
5. Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi

perempuan.
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Upaya pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam pembangunan nasional dan pemerintah menyikapi hal ini dengan

mengeluarkan Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan

(RIPNAS PP) 2000-2004. Berdasarkan RIPNAS PP, pemberdayaan perempuan

merupakan upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses

dan control terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial budaya, agar

perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu

berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu

membangun kemampuan dan konsep diri (Cressent:2004:52).

2.5 Alur Penelitian

PNPM Mandiri Perdesaan

Kegiatan Fisik: Bidang Pendidikan,
Kesehatan,  Pembangunan

Indikator Pemberdayaan

Kegiatan Non-Fisik: UEP dan SPP

Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
1. Pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam
2. Kemudahan akses pendanaan usaha
3. Pemenuhan kebutuhan sosial dasar
4. Penguatan kelembagaan kegiatan kaum perempuan
5. Penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran
dan keinginan untuk berubah
Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan
individu untuk berubah: meningkatkan
kesempatan untuk memperoleh akses
Kekuasaan atas: perubahan pada hambatan-
hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat
rumah tangga, masyarakat dan makro:
kekuasaan atau tindakan individu untuk
menghadapi hambatan-hambatan tersebut
Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas
atau tindakan bersama dengan orang lain
untuk menghadapi hambatan-hambatan
sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah
tangga masyarakat dan makro

1. Kemampuan ekonomi
2. Kemampuan  mengakses  manfaat

kesejahteraan
3. Kemampuan kultural dan politik

Terwujudnya Masyarakat Mandiri
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting kedudukannya

karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis

dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan

menggunakan metode penelitian  yang tepat diharapkan peneliti dapat memperoleh

data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Penelitian menjadi salah satu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pemecahan suatu masalah. Menurut

Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Peneliti dalam melakukan penelitian perlu

menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti agar

memperoleh hasil yang benar. Untuk memenuhi kebutuhan di atas, bab ini secara

berurutan akan menguraikan,

a. fokus penelitian,

b. tipe  penelitian,

c. tempat dan waktu  penelitian,

d. teknik penentuan informan,

e. teknik dan alat pengumpulan data,

f. teknik analisis data,

g. teknik menguji keabsahan data.

3.1 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pembatasan masalah agar

memudahkan peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Moleong (2012:93)
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masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan adanya

fokus, maka peneliti dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data.

Dari fokus yang jelas dan mantap, Peneliti dapat membuat keputusan yang tepat

tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun

mana yang akan dibuang. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan untuk

mendeskripsikan pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Desa

Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

3.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, (2012:4)

menyatakan bahwa:

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan
perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar
dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis,
tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:1), metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data yang
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi.”

Tipe penelitian sendiri menurut Nawawi dan Martini (dalam Ardiansyah,

2010:38) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian pada saat sekarang,

berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3.3 Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai obyek

penelitian, dimana tempat penelitian ini akan dilakukan. Menurut buku Pedoman

Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian

mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan.

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti akan mengumpulkan data. Pada

penelitian ini, tempat penelitian yaitu Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten

Jember. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai 17 Mei 2016.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Moleong (2012:132) mengemukakan bahwa “informan adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian. Jadi, orang tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar

penelitian”.

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun

menggunakan informan. Subyek penelitian yang akan menjadi informan dalam

penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan

yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Pengertian purposive

menurut Sugiono (2011:216) purposive sampling adalah  “Teknik penentuan sumber

data pada orang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

harapkan. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena,

pengambilan sampel tidak diambil secara random”.

Penentuan informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu

saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan  menguasai serta

memahami betul permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian. Menurut

Moleong (2012:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut.

a. Melalui keterangan orang yang berwewenang, baik secara formal

(pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh
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masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki sampai terjadi

informan yang disodorkan itu berperan ganda.

b. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan

wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang

dikemukakan di atas.

Kriteria untuk menetukan informan menurut Faisal (dalam Sugiono,

2011:221) adalah sebagai berikut.

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi,

sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada

kegiatan yang tengah diteliti.

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil

“kemasannya”sendiri.

e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga

lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang terpilih

melalui teknik purposive sampling. Seperti penjelasan di atas informan yang terpilih

dalam penelitian ini yaitu.

1. Ibu Siti selaku Tim Verifikasi

2. Ibu Nur Hasanah selaku Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

3. Ibu Fitriya Ketua Kelompok Nurul Islam

4. Ibu Lilis Ketua Kelompok Al Hidayah

5. Ibu Lailip Ketua Kelompok Khoirunissa

6. Ibu Siti Aisyah Ketua Kelompok Dasa Wisma 2

7. Ibu Nur Hasanah Ketua Kelompok Jaya Makmur

8. Ibu Nur Hasanah Ketua Kelompok Al Fatah
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9. Ibu Siti Fatimah Ketua Kelompok Ahrommah 1

10. Ibu Tutik Arifah Ketua Kelompok Nurul Makrifah B

11. Ibu Suyinah Ketua Kelompok Annisak

12. Ibu Qurrotul Aini Ketua Kelompok Nurus Shofa

13. Ibu Suwarni Ketua Kelompok Kamboja

14. Ibu Susyati Ketua Kelompon PKK Desa

15. Ibu Slamet Ketua Kelompok Muslimat

16. Ibu Nurul Ketua Kelompok Dama Dahlia 28

17. Ibu Vita Ketua Kelompok Dahlia 28B

18. Ibu Farida Ketua Kelompok Dasa Wisma

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2012:157) sumber data utama

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian

ini terdiri dari dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah

data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, sedangkan data sekunder adalah

data yang sudah diolah sehingga peneliti tinggal menyalin data itu saja. Agar data ini

dapat diperoleh, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan

data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan teknik

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka.

Untuk lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini, akan dijelaskan di bawah ini.

1. Observasi.

Menurut Nawawi (1998:100) observasi biasa diartikan “Pengamatan dan

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.

Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kondisi atau keadaan daerah

penelitian”. Menurut Nasution  (dalam Sugiono, 2011:226) menyatakan bahwa
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observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui

observasi. Menurut Faisal (dalam Sugiono, 2011:226) mengklarifikasikan observasi

menjadi tiga, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar,

dan observasi tak berstruktur.

Pada observasi partisipatif terbagi menjadi empat, yaitu observasi partisipasi

pasif, observasi partisipasi moderat, observasi partisipasi aktif dan observasi

partisipasi lengkap. Hal ini, peneliti memilih observasi partisipatif dengan jenis

observasi pasif dan observasi partisipasi moderat. Observasi partisipasi pasif adalah

peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam

kegiatan tersebut. Observasi partisipasi moderat artinya terdapat keseimbangan antara

peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data

ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Sugiono,

2011:227). Peneliti memilih observasi partisipasi pasif karena peneliti hanya

melakukan pengamatan tentang  pemanfaatan dana simpan pinjam khusus perempuan

Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

2. Wawancara.

Menurut Moleong (2012:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer)

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Sedangkan maksud wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong

2012:186) adalah sebagai berikut.

1. Mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,
tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu.
3. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan untuk dialami pada masa-masa

yang akan datang.
4. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari

orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi).
5. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.
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Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada responden untuk mencari

keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat interview guide

sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang di

ajukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data.

Kegiatan pengumpulan data dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan

penelitian, dapat mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber yang lain.

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen-dokumen yang

berkenaan dengan topik penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan

yaitu: foto, data tentang desa penerima program di Kabupaten Jember, peraturan

yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

4. Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur

yang relevan dengan bahasan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Nasution (dalam Sugiyono, 2011:89) menyatakan analisis telah mulai sejak

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung

terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu.

Menurut Miles and Hubberman (dalam Sugiyono, 2011:246),

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data
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Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai

dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Data yang diperoleh dari

hasil wawancara tersebut berupa catatan dan hasil dokumentasi berupa foto

serta hasil rekaman wawancara melalui ponsel, selanjutnya akan dilakukan

penulisan hasil wawancara dalam bentuk transkip wawancara.

b. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, ompleks dan rumit.

Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal – hal yang pokok,

memfokuskan hal – hal yag penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

dataselanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan

apa yag telah difahami tersebut.

b. Conclusion: drawing/verifying

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti – bukti yang kuat yag mendukung pada tahap pengumpulan

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang diemukakan pada tahap

awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
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kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan  masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti

berada dilapangan. Komponen -komponen analisis data tersebut, kemudian oleh

Miles dan Huberman disebut dengan model interaktif yang digambarkan sebagai

berikut.

Gambar 3.1: analisis dengan menggunakan model interaktif
Sumber: Sugiyono 2011

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Bagi seorang peneliti, dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji

keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting. Dengan adanya proses

pemeriksaan keabsahan data maka dapat diketahui hasil penelitian yang telah

dilakukan dapat dipercaya atau tidak.  Hasil penelitian dapat dipercaya apabila

didapatkan data-data yang valid. Mengingat pentingnya hal itu maka proses

Data
Collection

Data

Reduction

Conclusion drawing
/verivication

Data
Display

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


38

pemeriksaan keabsahan data dirasa sangat perlu dalam penelitian ini. Moleong

(2012:327) mengemukakan bahwa bahwa teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari

sebagai berikut.

a. Perpanjangan keikutsertaan.

b. Ketekunan atau keajegan pengamatan.

c. Triangulasi.

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

e. Analisis kasus negatif.

f. Pengecekan anggota.

g. Uraian rinci.

h. Auditing.

Pada penelitian ini menggunakan teknik menguji keabsahan data berupa

triangulasi. Hal ini karena penelitian ini merupaka penelitian kualitatif deskriptif yang

dimana untuk mengecek kebenaran data dari informan penulis perlu memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data yang didapat sebagai pembanding terhadap data yang di

dapat dari informan sehingga triangulasi dirasa paling cocok dengan penelitian ini.

Menurut Moleong (2012:330)

“triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Denzin (dalam Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik,

teori. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi

dengan sumber. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
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Selanjutnya Patton (dalam Moleong, 2012:330) mengungkapkan triangulasi dengan

sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut.

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatkan orang di depan umum dengan apa yang

dikatakannya secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan

apa yang dikataknnya sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau

meninggi, orang berada, orang pemerintahan.

e. Membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil proses penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Simpan Pinjam khusus

Perempuan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember baik karena

terlihat dari prosentase pengembalian SPP cukup tinggi yaitu 96,8% dan memiliki

pemanfaat terbanyak. Manfaat dari adanya pinjaman program SPP adalah untuk

meningkatkan modal usaha yang mereka miliki, dengan adanya penambahan modal

usaha yang dimiliki diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tidak hanya untuk modal usaha saja, dana pinjaman yang diterima ada yang

dipergunakan untuk membantu suami menambah modal usaha.

Namun dalam realisasinya peneliti menemukan beberapa pemanfaat

menggunakan uang SPP yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi

digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga pada waktu pengembalian

tidak tepat waktu. Selain itu pemanfaat SPP belum bisa seluruhnya mengontrol atas

penggunaan pinjaman dari SPP dan belum memiliki tabungan serta keuntungan yang

dapat dikelola lebih untuk meringankan masalah ekonomi keluarga. Dana SPP selain

digunakan untuk modal usaha digunakan untuk keperluan akan sandang, pangan, dan

papan serta membantu usaha suami.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Desa Plalangan Kecamatan Kalisat

Kabupaten Jember, maka saran yang diberikan  adalah sebagai berikut.
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1. Memberikan modal pinjaman sesuai dengan kebutuhan setiap anggota

kelompok untuk mengembangkan usahanya.

2. Diharapkan pemanfaat lebih mampu untuk mengolah atau mengatur keuangan

sehingga lebih berdaya.

3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Tim Verifikasi diharapkan lebih selektif

dalam menyeleksi calon penerima dana SPP.

4. Pihak UPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap dana SPP sehingga

jelas penggunaannya yaitu untuk  mengembangkan usaha kelompok SPP.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung; Alfabeta.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan
Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES

Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat
dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Moleong, J. Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

Santoso, Kabul dan Ferry S Munthe. 2013. Kemiskinan di Indonesia Mungkinkah
diakhiri. Jember: Jember University Press.

Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan
Strategi. Jakarta:Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT
Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.
Yogyakarta: Gava Media.

Suyanto, B. 1996. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya
Dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Aditya Media.

Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember:
UNEJ.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Website

Maipita, Indra. 2013. Penyebab dan Dampak Kemiskinan. (Serial Online).
http//www. (diakses 20 Desember 2014).

Sumber:http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&i

d=439&Itemid=119 (diakses 20 Desember 2014).

Jurnal

Mulyono, Joko. 2009. Analisis Gender sebagai Alat Bantu Evaluasi Ketidakadilan
Gender. Jurnal Paradigma Madani. Volume 3, Nomor 1:26-27.

Undang-Undang

Peraturan Bupati Jember Nomor  20 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP Tahun 2013

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


@
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lenrlit@unej.ac.id

No6nor

Perihal
, Vt| /uN2s.s.L/Lrl2o1.6
: Permohonan ljin Melaksanakan

Penelitian

Nama / NIM
Fakultas / Jurusan
Alamat / HP

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Lama Penelitian

17 Maret 2016

Mussria ni Ariyanti/090910201 101

FlSl P/llmu Administrasi Negara Univefsitas Jember
Jl. Kalimantan llB No. 46 Jembery'Hp. 085258L5777L
Pola Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan
(SPP) di Desa Plalangah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
1.Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
2. Kantor Kecamatan Kalisat
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dua bulan (17 Maret 20L6- 17 Mei z}rcl

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Pemerintah Kabupaten Jember
di-

JEMBER

Memperhalikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Jember Nornor : 814/UN25.L.2/LT/20L6 tanggal L4 Maret 2016, perihal permohonan
ijin penelitian mahasiswa :

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa
yang bersangkutan untuk mencari data sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

li
Tembusan $epada Yth. :
1. Dekan FISIP

Universitas Jbmber
2. Mahasiswa ybs

3. Arsip

251,989021001,

#rrr,,nu,ru,,", H,ffi
ISO 9001 : 2008

CERTIFICATE NO : OMS/173

{#&-.
ip6

,e3&

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 - 337853 Jember

Dasar

i.iiemperhatikan

Narna 1 NIM.

instansi

Alamat

Keperluan

! alz:ci

Tanggal

Kepacla
Yth. Sdr. 1. Kepala Bapemas Kab. Jember

2. Camat Kalisat
di-

JEMBER

SUFAT REKOMEND+SI
Nomor : A72l 523 1314/ 2016

Tentang

PENELITIAN

1. Peraturan Daerah lGbupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kefla Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
Z. Peraturan Bupati lember No. 46 Tahun 2014 tenbng Pedoman Penertiban Surat

Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Surai Ketua Lembaga Penelitian ijniversitas Jemi:er tanggai i7 i'iaret 20i6 F,iomor :

345/UN 25. 3 .U [r ftA16 periha I iJin Melaksana kan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Mussriani Ariyanti 090910201101

FISIP I Ilmu Adm. Negara / Universitas Jember

Jl. Kalimantan IIB146 Jember

Melaksanakan Penelitian dengan judul :

"Pola Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jemhr".
tsarjari Feriiberdayaarr i"iasyaraka[, Desa Piaiarigarr rian Ker-amatari ifuiisat Kab. ieniber

17-03-2016 s/d 17-05-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketenfi.ran yang berlaku, diharapkan Saudara

memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

klaksanaan Rekomendasi inidiberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan

2. Tidak dibenarkan melakukan aKivitas plitik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

. Demikian atas perhaUan dan kefiasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

: 24-03-2016

DAN POLIT1K
}EMBER

Tembusan
Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember

Ybs.

:

: 1.
7.

,li8tl$fstl'"ri'-

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Nomor

Sifat

Larrpiratr

Perihal

PEMERINTAII KABT}PATEN JtrMBER
CAilIAT KALISAT

Jelen Diponegtro Nomcr ; 36 A, Telepan 0331-591545
KALISAT 68193

Kalisat, 30 Maret 2016

Kepada

Y,th. Sdr. KepalaDesa Plalangan

Kecamatan Kalisat

Di-

Tpqpat

Menindak lanjuti sr,iral dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupater, Ienibcr taaggal 24 hdaret 20i5 nomor : {J721523131412015 perihal

tersebut pada pokok surat. N4olion dengan horrnat kepada saudara memberikan

bantuan tenrpat dan data sepcrlunya unluk kelan*aran kegiaran dimaksud kepada :

a72tn D7t2ot6

Pp,nting

r,:.

[ffpnwplrrrau -

Nama

Instansi

Namat
Keperluan

Lokasi
Waifir

: TTIISSRIANI ARIYAFJT{

: FISIPillrnu Adni.Negara/Universitas j ember

: Jl. KalimarfianllBl 4b Jember 2l Jember

: Melaksanakan Penelitiax dengan judul :
l'Pemanfafatan Dana Sirnpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Ddi

Desa Plalalgan Kecanlatan Kalrsat Ka.bupaten Jemt"rer.

: Desa Pialangan Kecamatan Kalisat"

; t7-03-2016 s/d 17-95-ZAla

Apabiia tidak bertentarngan dengan kewenagan cian ketentuan yang

berlaku,diharapkan Saudara nremberi hanh;an tempat dan atau data seperlunya untuk

kegiatan diniaksud.Feiaksanaan F.ekoniinijasi ini diberikan dengan ketentuan:

l.Kegiatan dimaksud benarbenar uatuk kepentinga Pendidikan

2.Tidak dibenarkan melakukan aktivitas pr-''litik

3.Apabita situasi dan konCisi wiiayaii tidak rnemuugkinka.n akan dilaki,kan penghentia-rr

Kegitan

disemi:aikan terima kasih.

I

bi
I

De:nikian atas perha;i;r ilar

xfi3 t *22

ffi'wf,iL^{h 'tl/\w.'
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Jalan Sempolan Nomor 66 Desa Plalangan 68193

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/ e{q /35.09.27.2A0912016

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : lmas Maskuroh
Jabatan : Kepala Desa Plalangan
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Nama : Mussriani Ariyanti
NIM : 090910201101
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Junrsan : Ilmu Administrasi

Telah melakukan penelitian mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Mei
2016 untuk tnemenuhi kebutuhan data dalani penulisan Skripsi dengan judul
"Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Plalangan
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Kemampuan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

a. Bertambahnya Modal Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan dan

Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi

 Manfaat apa yang anda dapat dari adanya Simpan Pinjam khusus

Perempuan (SPP) terhadap perekonomian anda?

 Apa yang mendorong anda untuk mengikuti program Simpan Pinjam

khusus Perempuan (SPP)?

b. Kemudahan Akses dalam Mendapatkan Pinjaman, Kemudahan Akses dalam

Meningkatkan Pendapatan dan Kemudahan dalam Pemenuhan Kebutuhan

Rumah Tangga

 Dengan adanya program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)

apakah beban perekonomian dalam rumah tangga berkurang?

c. Kontrol Atas Penggunaan Pendapatan dan memiliki kemampuan untuk

mengembangkan usaha serta dapat bertindak dalam pemecahan hambatan-

hambatan yang terjadi

 Digunakan untuk apa saja uang dari SPP selain untuk tambahan

modal usaha? Apakah ada keuntungan yang di dapat?

d. Memberi Lapangan Kerja Bagi Orang Lain dan Bekerja Sama dengan Orang

Lain dalam Mengembangkan Usahanya

 Apakah dengan mendapatkan program SPP anda dapat memberikan

lapangan pekerjaan atau pendapatan bagi orang lain?

2. Kemampuan Masyarakat dalam Mengakses Manfaat Kesejahteraan

a. Mempunyai kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam hidup karena mampu

memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa kesenjangan sosial dengan

orang lain
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 Dengan adanya tambahan modal dari SPP apakah anda dapat

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?

b. Mempunyai keterampilan lain untuk mengembangkan usaha serta

menanmbah pendapatan keluarga

 Apakah di dalam pengembangan usaha pemanfaat di beri pelatihan?

Jika iya dalam bentuk apa?

c. Kontrol atas konsumsi keluiarga

 Dengan adanya tambahan modal dari program SPP, hasil dari usaha

anda apakah digunakan untuk tambahan modal atau digunakan untuk

keperluan lainnya?
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ATURAN TEKNIS PERGULIMN

KECAMATAN IGTJSAT-KABUPATEN ]EMBER

PROCRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MANDIRT PERDESMN

PASAL 1

lyektu Delaksanaan Derouliran

Dana Simpan pinjam Kelompok perempuan ( spP ) dalam PNPM-MP dilaksanakan

setiaP bulan

PASAL 2

lenis Persuliran

Dana simpan pinjam perempuan hanya boleh digulirkan untuk kegiatan SPP

PASAL 3

1. Kelompok yang dapat mengajukan.pinjaman adalah :

a.Kelompoksppl.lurai.,kerompokyangmengelolasimpanan(tabungan)dan
pinjaman Otnqun tuiuan untuk 

l.eningkatkan 
keseiahteraan anggota

b' Kelompok u,=Ju e".,uma ( KUB ) adalah kelompok yallg rnefilpuny:i kegiatan

u-ha :eje:-i: i,anc cikelola '"tu'o,.Tf,.::"::i-::.:.::'#:.'':Tl merpun;vai

c.KelompokAirckoi,sahS(r.AU)adaiailKelOIi:i^,c/..Y
usaha Dermacam-nacam atau yang dikelola secar3 indi'ricual oleh tnastng-

?, *","Iil1n':;:ff}'itnu c;n.'ur'sud pada avat l diatas hai''rs riemenuhi persvaratan

sebagai ber;kut :

a. MenrPunYai susunarr Pengui-us

b. Mempunyai kegiatar simpan prllam

c' Mempunyai keLngl''apan adminisirasi keuangan

d' Berumur minimai i tahun

e. Mempunyai iadwal oeitemuan rutin

f. Kelompok ttu"' f"guf cJiakui oleh pmer-intah setempat

g. Memiliki usaha

PASAL 4

Kelomook PartisiPasi

1. Kelompok vang berpartisipasi dalam pttPYI:1:i:.t uou'th kelompok SPP

yangtelahmelunasiangsurannyaSeSUaidengan]adwalangsuranyangtelah

[."*p.X vang boleh mengaiukan.Y'112' 
::''ilt'l#ltl"j?[: ;ffiffi t;' il'u' o u n g a n sva rat sudah mer unasi

direncanakan

seluruh Pinjaman

i
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b. Kelompok lama dengan pemanfaat baru, dengan syarat sudah melunasi

pinjaman bulan tersebut pada saet akan digulirkan dengan angsuldn

sebesar t00o/o dari total target pengembalian

c. Kelompok baru dengan Syarat sesuai itumn PNPM sebagaimana pasal 3

,.#;:i., kelompok calon pemanfaat perguliran adalah sebagaimana yang

tertuang dalam Petunjuk Tekhnis Operasionat ( PTO ) PNPM dan

penjelasannya

lumlah anggota dalam satu kelompok minirnal 5 orang dan maksimal 20 orang

PASAL 5
Usulan / ProPosal KelomPok

1. proposal pengajuan perguliran harus mendapatkan persetuiuan Kepala Desa

dan Ketua BPD

Z. Kelengkapan dokumen usulan terdiri dari: Cover,sui'at pengantar dari desa

yang ditujukan ke PjOK melalui UPK, surat permohonan kredit oleh kelompok,

rencana angsuran kelompok,pernyataan tanggung renteng dan kuasa

pemindahbukuan, fotocopi KTP yang masih berlaku,daftar calon

pemi njamlanggota Pe ma nfaat

3. Administrasi kelengkapan lainnya ditanggung oleh peminjam

4. Penyerahan usulan/proposalkelompok kepada UPK berdasarkan jadwal yang

telah ditentukan
5. Proposal yang masuk ke UPK akan dicatat dalam daftar tunggtt

6. Setiap pencairan perguiiran ciana SPP, UPK harus melibatkan Ketua TPK

I.

PASAL 6
Verifikasi Usulan

Setiap usulan yang masuk ke UPK harus melaluitahap verifikasi dengan

tujuan melihat kembati kelayakan usaha kelompok anggotanya, dengan

Kriteria layak kredit dan layak potensial serta tidak layak sesuai dengan

kerentuan PNPM

Proposal yang akan diveriflkasi adalah yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana teftuang dalam pasal 5 diatas.

RekomendasiTim Verifikasi akan diberikan apabila semua kelengkapan

proposal sudah dipenuhi oleh kelompok

Usulan fang direkomeridabi layak oleh Tim VeiffikaaSffiand'Bampaikan ke -

Tim Pendanaan untuk ditentukan alokasi dananya

3.

4.

7.

2

.+.
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1.

7.

3,

PASAL 7
Tim Pendanaan

Tim pendanaan terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih oleh pesefta

penuh MAD Perguliran.
Personil tim pendanaan terdiri dari 713 dari jumlah desa seKecaniatan (8

orang)
Tim pendanaan harus bermusyawarah dengan PjOK, BKAD, FK, UPK dan BP-

UpK atas dasar rekomendasi tim verifikasi untuk menentukan alokasi dana'

PASAL 8
Tim Verifikasi

Tim verifikasi terdiri dari anggota masyarakat atau instansi pemerintah yang

memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang pengelolaan kegiatan

simpan pinjam ( SPP )
Personil tim verifikasi dibentuk di Kecamatan berjumlah antara 3 orang,

terdiri dari ketua, sekretaris serta beberapa anggota atau disesuaikan

dengan kebtuhan

Tim verifikasi harus bersikap netral, cukup waktu, berwawasan luas dan

tidak merrihak kepada saiah satu kelompok alau desa

Dalam melakukan kegiatan verifkasi, tim verifikasi irarus didampingi oleh

pertgurus UPK

1.

)

a.

PASAL 9
Tim Penvehatan Piniaman

i. Tini Perryeiralan Piniaman terolrl dari anggota rnasyarakat yang memiliki

pengalaman dan keahlian khusus dibidang pengelolaan kegiatan simpan

pinjam ( SPP )
Z, personil tim penyehatan pinjaman dibentuk di Kecamatan beriumlah antara

5 orang, terdiri dari ketua, sekretaris serta beberapa anggota atau

4._

disesuaikan dengan kebutuhan'

Tim Penyehatan Pinjaman bergerak di tunggakan pengembalian kategori

kolektibilitas V, karena tunggakan dibawah kolektibilitas V adalah tanggung

jawab UPK.

Tim Penyehatan Pinjaman harus bersikap netral, cukup waktu, berwawasan

lUas daR tidak rnemihak kepada salah'satu-kelompok atau desa---

Dalam melakukan kegiatan penagihan ke kelompok harus didampingi oleh

pengurus

?
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PASAL 10

Upk membuka kesempatan kepada semua desa yar€ memenuhi persyaratan

untuk mengaiukan Perguliran

Usulan disusun olerr kelompok untuk diajukan ke uPK dan akan dicatat oleh

UPK sebagai daftar tunggu, kemudian akan diverifikasi oteh tim verifikasi dan

hasilrekornendasinyaakandisarnoaikanketimpendanaan.
prioritas sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 diatas ditentukan

berdasarkan persyaratan perguliran dan penilaian tim verifikasi sefta

disepakati oleh forum MAD perguliran

Pendanaan usulan berdasarkan urutan prioritas dan disesuaikan dengan

saldo UPK Yang akan digulirkan

Apabila saldo di uPK tidak mencukupi maka usulan dicatat dalam daftar

tunggu .r-..-, ..^*. rL

Usulan daftar tunggu akan didanai apa bila saldo UPK telah mencukupi untuk

digulirkan kembali pada usulan yang masuk dalam daftar tunggu'

usulan desa yang masuk dalam daftar tunggu di UPK akan diberlakukan

sesuai dengan ayat 3,4 dan 5 sebagaimana tesebut di atas'

1.

PASAL 11

Jasa Piniaman

JasapinjamanyangditerapkandalamMADPerguliraniniadalah
menggunakan system perhitungan bunga tetap'

Bcsarnya jasa pinjaman adalah i,5Yo perbulan

PASAL 12
Anqsuran

1'Angsuranpinjamandisesuaikandenganjenisusahayangdijalankandanatau
kesanggupan pengembalian dari kelompok'

2. langka waktu pengembalian angsuran piniaman 10 bulan'

_ -=_=_]_ *-;il# 
i* 

1t,t*an 
dibavar seuap bulan o:t*rnu.oensan pokok

4. Dalam pembayaran angsuran,Yong diperhitungkan terlebih dahulu adalah -

jasa Pinjamannya.

1.

7.

4.

5.

6.

-7

)
L,

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


1.

2.

?
J.

i a.

5. Kelompok harus membayar angsuran rangsung kepada upK tidak boreh
dititipkarr

* PASAL 13-

Besar pinjaman

Besarnya pinjaman kerompok disesuaikan dengan jenis usaha,kerayakan
usaha,dan kesanggupan pe ngembalian pinjaman.untuk pemanfaat baru maksimar
RP. 1.000.000 dan pemanfaat tama maximal Rp. 3.000.000

PASAL 14

IPTW

Insentif Pengembalian Tepat waktu ( IPTW ) akan diberikan kepada kelompokyang membayar angsurannya tepat waktu/tepat tanggar dan tidak pernah
mempunyai tunggakan sampai dengan pelunasan 1 to nutan ) dan Iprw yang
diberikan adalah sebesar 10 o/o dari jurnlah totaljasa pinjaman atau sama dengan 1( satu ) kalijasa pinjaman dan waktu penyerahannya apabila sudah lunas ( 10 Kali).

PASAL 15
piniarnan Berrnasalah

Kriteria pinjaman bermasarah di pNpM didasari oreh indikator ramanyatunggakan dari kerompok ke upK dengan Kriteria senagii berikut:

1' Apabila kelompok mempunyai tunggakan selama 3 bulan berturut-turut2' Tunggakan akibat iidak bei-fungsinya retompok iitorenat<an k.ror]]por,bubar, konflik pengurus.

PASAL 16
Sanksi

Apabila kelompok tidak bisa melunasi angsurannya dalam waktu 3 buiansetelah jatuh tempo, maka kerompok yang bersangkutan tidak borehberpartisipasi lagi dalam perguliran dana
Kelompok sebagaimana yang disebutkan daram ayat 2 diatas tetapdiwajibkan harus melunasi pinlaman
Kelompok yang mempunyai tunggakan selama 3 bulan atau lebih, makaUPK.bersama pjOK, pengurus nfAO dan pengawas UpK akanmenindakranjuti dengan inve*igasi rangsung r..p.o. t"rrrp"r,
Apabila dari investigasi ditemukin adanya unsure kesengajaan untuk tidakmembayar angsuran, maka akan dikenakan sanksi sesuJi oenganketentuan yang berlaku
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\

1,

7,

?

4.

r

PASAI 17, Administrasi dan pelaporan Kelomlpk

Kelompok berkewajiban membuat atau mengisi bukr_r s6lrninistrasi yang
telah ditentukan oleh UPK dan melaporkan kegiatan kelompok tersebut
setiap bulannya ke UPK pada waktu pembayaian angsuran
Kelompok sekurang-kurangnya dalam 2 bulan sekalihengadakan
pertemuan kelompok dengan disertai daftar hadir
lika dalam 3 kali berturut turut kelompok tidak membuat laporan kegiatan
maka kami sebaga! UPK akan mempertimbangkan kembali dalam
perguliran kelompok dikemudian hari
Laporan bulanan kelompok cukup ditulis tangan dan ditandatangani oleh
ketua kelompok
Setiap anggota kelompok wajib m.embuat surat pengakuan hutang

PASAL 18
Ketentuan Penutup

Flal -hal yang belum diatur daiam aturan ini dan apabila dianggap perlu,
maka dapat dibuat aturan tambahan selama tidak bertentangJn oengan
petunjuk tekhnis operasional dan penjelasannya serta ketenfuan lainnya yang
telah disepakati sebelumnya

Ditetapkan di ; Kalisat
Pada tanggat ,;iS'F*U**i ZOf e

Pimpinan sidanE

\

F

031 022NrP. 1959
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4.5. KEGLATAIi StMpAN ptN_JAr{ UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (Spp)

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan
pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan
pinjam.

4.5.1. Tujuan dan Ketentuan
a- Tujuan Umum

Secaia umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi
kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahdn akses pendanaan usaha
skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan
memperkuat kelembagaan kegiatdn kaum perempuan serta mendorong
pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus:
Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun
sosial dasar.
Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi
rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum
perempuan.

4.5.2. Ketentuan Dasar
a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepbt

menciapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan .

b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disaiurkan melalui kelompok
yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam
pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang
professional oleh kaum perernpuan dengan mempertimbangkan pelestarian

. dan pengembangan dana bergulir guna meningkaikan kesejahteraan.
d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus bero;'ientasi

pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan
aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus

4.5.3. Ketentuan Pendanaah BLM.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan
untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per
kecamatan maksimal 25 o/o dari alokasi BLM.

a. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok Spp t
Sasaran Program t
Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang ,
memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial
dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di r
masyarakat.

Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan sPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai
tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang** - -:- -: -rnempunyai -pengelolaan dana simpanaR- "dan pengelol.an -tdna
pinjaman.

Penbtasan UIen;s aa*roses petaxianaan eiOin
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b. Ketentuan kelomPok SPP

Ketentuan kelomPok SPP adalah:

- Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan' yane satu sama

saling'*"G"-rf, memiliki *egialan terteltu dan pertei'nuan rutin yang

sudah u.fai,n sekurang-kurangnya satu tahun

Mempunyai kegiatan simpan pinju* dengan aturan pengelolaan dana

ti*p'nui J'n-i'nu pinjaman yang telah disepakati'

Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber

dana pinjam'n y'ng diberikan kepada anggota'

K"gi,i;;;;;m"n 
-puo, 

kelompok masih berlangsung dengan baik.

rrl"*pJni"i Lrgr;irr.i ketompok dan administrasi seca ra sederh a n a'
-L

4.5..4. Mekanisme Pengelolaa
Mekanisme ,""t;;";;;;acu pada alur kegiatsn orograi'n akan ielapi perlu

memberikan t"[-.rrJu p"enjelasan dalan tahapan sei;agai berixut

a. MAD Sosialisasi
Dalam naeri-J"ti"lisasi dilakukan sosiatisasi Ketentuan dan Persyaratan

untukkegiatanSPPseningga-pelaku-pelakutinEkatdesamemahami
adanya k"egiatari SPP dan dapat memanfaatkan'

b. Musdes Sosialisasi
Dalam Musdes soiialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyai'atan

,nt"t r<eJlt"" sFe cii tinEkai oesa seningga o;iaxu-oeiaku trngKat desa

;"*lnaili'oou"r-, kegiatan sPP dan meiakukan persiaparr Proses

lanjutan'

c. MusYawarah Dusun
Prosesidentifikasikelompokmelaluirnusyau',ar.ahdidusunikampung
dengan Proses sebagai berikui: "

i.leniifikasikelornpok.sesuaideng,nk.etenluante:.sebuiciatest3t.i.ji:1Suk' kondisianggota'
Kadermeiakukanident.ifikasiperkernbangankeloirookSPPdan
melakukan kategorisasi f"i*p"[ yang ierdiri dari- Kelompok' Pe'nula'

Kelompok Berkembang 
';;;' 

Ketorniok Siap. Proses kaiegorisasi

Menyiapkan .daftar p";;;i;;;-- r"ii"i kelompok beserta jumlah

kebutuhandanDaftarrumahtanggamisktnyangakanmenjacii
Pemanfaat-
,u*unt",.ggamiskinyangbelummenjadianggotakelompokagar
dilakukan tawaran dan fasititasi untuk meniaJi" anggota kelompok

sehingga dapat menjadi pemanfaat'

Hasilmusyawarahousundituangkandalamberitaacaradilampiri:
1) Daftar kelompok yang diidentifikasi'
Z) kefompok SPP Obng-an daftar pemanfaat yang diusulkan'

3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin'

4) RekaP kebutuhan Pemanfaat'

Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

PenentuanUsulanDesauntukkegiatanSlPmelaluikeputusan
Musyawaran rnulus;;;;*iF .0'/ilr"r)' 

Hasil keptrtusan dalam MKP

d.

*"rlp"f"" usulan desa untuk kegiatan -SPf-=:--'---

dalam paket usulan desa.

trS/',.tt
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Penulisan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan
proposal kelompok yang akan dikompetesikan di tingkat kecamatan.

Dalam penulisan usulan SPP pallng tidak harus memuat hal sebaEai

berikut:
i ) Sekilas kondisi kelomPok SPP

2' Gambaran Kegiatan dan Rencana yang menjelaskan kondisi

anggot2, kondisi Permodalan, kualitas pinjaman, kondisi ;
opeiasional, Rencana Usaha dalam satu tahun yang akan datang,

Perhitungan Rencana Kebutuhan Dana,

3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi

dengan peta sosialdan peta rumah tangga miskin' - !

e. Verifikasi
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan sPP

. adalah :

- PenetaPan Formulir Verifikasi'
Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan

contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih

harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip

dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets , Management,

Earning dan Liquidiiy) yaitu : penilaian tentang permodalan, kualitas

pinjamin, mrnajernen, pendapatan dan likuiditas- Contoh Formulir ada

diformulir PTO-

- Proses Pelaksanaan Verifikasi
Veriflkasikelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
2) Persyaratan KelomPok
3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian :

. Permodalan

. Kualitas Pinjaman

. AdministrasidanPengelolaan

. Pendapatan

. Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
4) Penilaian khusus rencana kegiatan.
si Jurnlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi

dengan daftar rumah tangga mlskin.
6) Penilaian Kategorisasi Kelompok.

@naan Bidang Kegiatan pNpM MANDIR| - qERDESAAN m
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Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok

Tabel lndikator
Perkembangan KelomPok SPP

MemPunYat

Kegiatan
anggota untuk
tujuan bersama

Aturan
kelomPok

Belum
memPunYai

kegrai-an src3ra
rutin

kegiatan tetaPi
belum terencana

dengan baik

MemPunYai
kegiatan simPan

pinjam Yang
masih berjalan
dengan baik.

dan memberikan
D e n s a n m e m pe r h a ti \: ^- li 9 

i 

[19f ; H'] ":: S i:i:Xl i: i? l, 
t 
il" [" H; : [ ,

ffi;' ;l# "Jffi iil'"ioi r"'uo'-1:,I" niu* I ah ka n nir ai

ii;;;k orPat dikategorisa:i.T"^i,?.1i'
1"'",H:L;3[" ?:ffir" "0"'"n 

' 
iiil' 

'r,uril 
penjumrahan nirai tipa-tiap

inoif.rtot sampai dengan 9 (sembilan)'
'ff l:*fi:TilH":;;';a,;'rtll:.1t""?iyl':Yi jlll\tiaptiap
|}:[Iffi;;'i; G;;ilni"*p"i densan i a loerapan beras)

^r^r^rr iit o hlcil nanitrmlahan nilai tiaptiap
- Kelompok si"prUtilng ;o'rth jika hisil penjumlahan nilai

indikator diatas 1B (delapan belas)

t ). PembuatanBeritaAcara(BA)HasitVerifikasi,dalam.BA.tersebut
mencantumkan rekomendasi rekom.noari i"rmasuk jumlah usulan

x-e-lompok- apaK?ti Juoarr dalam k"*"i*;;' keteriibatan ' 
rumah

tangga miskin tunugJii*'"niu"t, dan (ategorisasi perkembangan

kebmPok

i tratan Pemersatu
I adaiah domisili

lkatan | ,*' geografis

pemersatu I atau keluarga

MemPunYai
kegiatan simPan
piniam Yang terus

berkembang
dengan baik

eengrJrus I Pengurus

mempunyai I memPunYat,

mempunyai I agenda

agenda I Pertemuan Yano
pertemurn I terencana

i"r"n.un" 1 dengan baik'

p"tturl"nirtin I Pertemuan rutin

tetapi belum I dan memPunYat
Pengurus belum

mefnpunyal
pertemuan tetaPi

belum secara
rutinPengurus I anggota

Belum
memPunYai

pengurus yang
disepakati oleh

Memounvai I MemPunYai

aturan tertulis I nOIRRT Yang

tetaoi belum I teran

"ol,,n thnva I dilaksanakanseluruhnYa I ollaKsa{ ld^dr I

dilaksanai<an I dengan baik

Belum ada
kesePakatan

untuk mencaPai
tujuan bersama

MemPunYat
kesePakatan

untuk mencaPai
tujuan bersama

tetaPi tidak
secara tertulis

MemPunYai iuran
wajib dan

sukarela untuk
operasional
kelomPok

MemPunYai
administrasi
tertulis dan
mempunYai

laporan tertulis
tetaPi belum
secara rutin

dipertanggung-

luran anggota I ,ir-r;iUit.tup

Belum
memPunYai iuran
anggota secara

MemPunYat
administrasi
tertulis dan
rnemPunYai

laporan tertulis
dan secara rutin
dipertanggung-

jawabkan

MemPunYat
administrasi
tertulis tetaPi

belum
memPunYai

laporan tertulis

Belum
memPunYai
administrasi

secara tertulis
Administrasi

kelomPok

'' 6tsenx

lkatan Pemersatu
kegiatan simPan

pinjam antara
safu tahun

sampai tiga tahun
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.=
'i

j.

p"r,.rirr., Dana :

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pencairan melalui desa sesuar dengan ketentuan program dilampiri
SPPB dengan buktiPenYaluran KW2.

- Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok-

- Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah

dikurangi operasional UPK 2o/o dan operasional Desa 3% dengan

Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai

penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. Tujuan kuitansi ini

adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya

mengembalikan kePada UPK.

- Ketompok membuat Perjan.iian Pinjaman dengan UPK sebagei tampiian

kuitansi Penerimaan dana.
_Kelompokmenyerahkankuitansi/tandaterimauangperpemanfaat

kepada UPK.

Pengeitolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan kegiatan ditingkat UPK meliputi :

Fengelolaan Dokr*"n UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut :

penlelolaan data kelompok dan peminjamipemanfaat, Pengelolaan
proptsal penulisan Usulan dengan peta sosial, Pengelolaan ciokumen

penyaluran : kuitansi, SPPB-

- Fengelolaan Administrasi meliputi: Rekening Pengembalian SPP. Buku

Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kariu pinjaman'

- Pengelolaan Petaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran,

LapJran perkembangan Pinjaman - SPP, Laporan Kolektibilitas - SPP,

Necara, LaPoran OPerasional.

Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok
Hal-[al yang dikelola ditingkat kelompok meliouti: data-data perninjam,

dokumen pendanaan/kuiianii di kelompok maupun pemanfaat, administrasi

realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan

pengembalian-/kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman

pemanfaat.

Penetapan Daftar Tunggu
Usulan kegiatan fetomfJk SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah

Ji"nggrp tiyak dapat didanaioengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak

menilkupi maka kelompok. tayik Oapat dit-tapkan sebagai kelompot

tunoou vanq dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok' Daftar tunggu tnl

'Oiteilpfan i"ng"n Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga

meneiapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang

termasuk daftar tunggu.

m. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan
Pelestarian kegiatan SPP mengacu- pada ketentuan pengelolaan dana

bergulir dengan mempertimnangXan ketentuan akses BLM yang telah

disepakatidalam MAD yang mencakup :

L Pelestarian Kegiatan
Dasar-dasar da[m rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah :

1. Adanya dana feliatan Spp yang pro'duktif dan be@mbah

- jumla-hnyq unlqh- ienye-diaan fqbl4ullel pendanaan L1s1"-rt{
miskin.

2. nOrnyu peleStarian prinsip PNPM Mandiri - Perdesaan terutama

kebeipihakan kepada orang miskin dan fansparansi'

k.

K4lialan PNPM MANDIRI - PTRDESAA}J
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3. Penguatan kelenrbagaan baik dalain aspek permodalan ataupun

kelembagaan kelomPok'
Pengembangan laYanan kePada

Pengembangan Permodalan'

masyarakat

- PengembanganKelomPok
pengembang"* k;;;;ok Spp diarahkan sebagai lembaga pengelola

simp-anan din pin.iaman yang.profesional' akuntabel sehingga mampu

menarik minat k;;;;; teiroaga tain sebagai lembaga penyalur^dan

pengelota pinjaman' Pengembangan kelenibagaan kelompok SPP'

SecarabadanhukumdapatmenjadiKoperasiSimgalPiniam.Fasilitasi
pengembangun ["d*pofr Oapat iiO"=ritrn pada tingkat p'erkembalgil'

kelompok *ruprn iungsi kelompok yang di.ielaskan dalam Pengelolaan

Dana Bergulir'

I
I
I

i

KqinanPNPM
Penjelasan lV: Jenis dan Proses retaxsa'tddt' qu@'Y '

. PERD€SAA/I'
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RPD. Pencairan.
Pelaksanaan.C?n

LPD ke-oiatan

PenetaPan
Penulisan Usulan
Dan Far:t Usulan

Das a

MAD Perguliran

Penjehsan N @To;.-, i;i-- "trp'u 
virntdr -PERDESAAi'I 65
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PETA WILAYA}.I DESA PLALAh!GA${ KECAR,qATAN KA.LISAT
(AUT(JCAD)

-u, / P.lalan0a{

JJ7 .+.

i!3

ridi
".;, '-,'v\

,1, PL,A.LANGAN

J:,I! (ALISAT
"- arr:
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flE.*=.
- .'-.r.$-7*

rr F:
'.J-

BUPATI JEMBER
SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2OL5

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
PROG.RA,ilI NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI I{ABUPATEN JEMBER

HASIL PELAKSANA.AN
MANDIRI PERDESAAN

Menimbang : a,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Undang-Upclafig N<lmrlr 6 Tirhurrr 2014 tr:ntarrg f)csar (Lcrnbaran Ncgara

I,.gilryil lnrkrtrcsia 'l'ahurn 20 l4 Nonror 7, 'l'irml-lahan Lcrrrbaran Negarg
Re'publik Indonesia Nomor 5495); i
Undang-Underng Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmcrintahan Daeralr,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 125,
Tambethan Lembaran Ncgara Repubiik Indoncsia Nomor 44371;
Pcraturan Pcmcrintah Nr>rnr>r 79 Tarhun 2005 tentang PedomAn,
Pcmbinaan dan Pengawasr:n atas Pcnycrlcnggaraan Pemerintahan
Darcmh (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indc>ncsia Tahun 2005 Nomor 164,
'l'ambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4599);
Pera_turan PemerinLah Nomor 43 'l'ahun 2014 lenLang Peraluran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentelng Desai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123);
Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri N(>mor I 1 1 Tahun 2014 tentang
l)cclorr :r11'l'c)l<rtis Pt:ritlttrittr rli Dt:si,t;

'/. Pcr.,Luritn Mcrrtcri I)i'tla.rm' Nrrgt:ri Nt>tnot"

Pengelc>laan I(e uangan Desit;
I'13 'l'i.llru11 '2014 tent,ang

pi-Ferdesaan
pcngcntasan
,, khususnya

PM-MPcl di
akan dalzrm
pelaksanaaa
istles{aca:

*ac=a -L:cEig

bilhwa Program Nasional pemberdavaan Mas-yarakat Mancli
(PNPM-MPci) tclerh membcriku, m.rrfirirt 1>.sitil' <1il.\6'
kc m i ski n6r n gLr n er men i n gl<a tka n kescj a h terda n -wr"<forfil"tcli liltburptrtor ,Jcnlbcr; ', , ,f,., ] l I

r.:1'.,, o Calirm rang)<a rr..u nj^n{jlkr:rj.rlf r";\rtS I J-
.'.--:-'*.:-.-a: ic:t::cr r,l :r,_t :_l it,<i,:.-.lr::.{_t:rl::t f,cr,,l:'ii- I<r:ltii

, r ,.',:- = .,.'-':;a2-.;'-'-,- _:- i : t,') i1,).-i"'' -,.,
- ,.. t_

I .- -----' -".'l-- -.--1."'.-" :__-._-:*-'= _-.-:..:_:
- :' - * -- - -' - " .- - '-) -' - ' ':

.).

J

)

6,

8. Peraturan Merrteri Desa, Pemballgunall Daerah
'l'ransnrigrasi Nomor 2 Tahr-rn 2015 LenLalng Pedoman
Mckanismc Pcnqarnb:la:. ,.,: -',-sa:r ),1ur sva\\':lrath Dcsat,

Tertinggal dan
'l'aLa 'l'ertib dan

qlrl,.^"fiE ir

,i

ii
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Mcncterpl<an ;

>- !:

on-al

-:

, a_. ,- a-. i\ cl .

r -..-J i. it- ,. l,
I lcil\

;.-- Feral-uran *.Iente:-i Des=" Pc==a-guili.:r': Dacrah Trrttngga. can

Transrnigrasi Nomor 5 Tahur: 2O I5 Lcnilng Pcnetapan Prioritits

Pcnggunaan Dana Desa;
I I . peraturan Daerah Kabupaten Jember Nt>mor l4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemcrintahan yang mcnjadi Kcu'cnltngan Kabupal-en Jember
(Lcmbaran Daerah Kabupatcn.JcmberTahurn 200fi Nomor 14) ;

12. peratureln Dacrah Kabupatr)n .Jembcr Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Tugas pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kalir,raten Jember (t embaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008

Nomor 63);

M EM UTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TDNTAN(} PBRLINDUN(iAN, PBNCELOLAAN DAN

PELESTARIAN I{ASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL

PNIT,TBPNDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PtrRDIISAAN DI KABUPATBN

.J L'M BER.

nesra.hcsaLuan Rr:Publik
(:. PcmcritrLahatl d?;;l;n-p.ny.tcnggara urusan pcmcrintahatr olch Pemerintah

Dcsa dil,n iljju,,]"n.'-rgJ*; ;;; "[,,,,g,rrrs kepentingarr masvarakat set'mpat
lr, ----._^rl .J^1,.*

ij.:;Hiffi;;XJ-i:ili il;':iJ.. istiacrat 
".jtc,,npat 

,ii.* aiait<ui dan dihormati daram

.-."---si;,. * p. *t., ri n tah3 n Ncga ra 
5e :a 

tua1 It B::l]1, ]:,0:11:' i:-,7. pemcrintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

PemerinLahan L)esa 
lat Mandiri perdesaan yang selanjutnyaB, Program Nasional Pemberdavaan Masvara'':i#;ii[ it;; rerpadu

disingkat PNPM MPd adalah program penanggulangan kemiskinan secara

dan, bcrkclernjutetn clengan pendekatr,., p.*bJ'dayaan mariyarakat datr merupakan

pctr gc mbi.r,.., gn n dari Progra m Pcn ge:mb?] n gtill Kectt ma |'tr rr ( PPK) .

g. gi.rsir 1>r:lirr<sitrririrrr 
progrirm Nirsioirar pcmh<'rcrirYirirn MirsYirftrl<at Mandiri Perdesoor:'

i.rclirlah ascr st:bagrii harsil pe:mi>angunan partisipart.iI bcrr.rpa bangunan fisik berikut

llor't lisik clerletm bentutk l<elemtragaan ttln pinjaman .bergulir 
yang masih terus

bertangsune J;f"* pengelolaan Unil Perr.gelola Kegiatan (UPK)'

ro, pcrrinclungal,, pcngeloroon ar,'r., pelestaria]-r hasil p-.lrl.*,rnaan kqgiatan PNPM Mandiri

pcrdcsrtan acjalah usaha yang clilakurrcarr.., 
-;;;; 

m.nrb.,rik,,ii" x.postian hukum'

rurcngopLinrtrlketn pr,duktili/*,"*"njaga kclang"'''gt'" 1t]'--, 
nicngcmba,gkan hasi -

Irasir pcmrrarrgurli:r11 part.isiparii'r yr"; tc'tatr cliraiiukair pNpM Mandiri Pcrdesaan guna

mcngoptinrall<an rnanlaat bagi masyarakatt dcsa'
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pcm ba ngLl nan Pa rLisiPaiil.
Ur-rit Pengclr>la Kegialan Yang
pclal<sana Lcl<nis BKAD untuk

12.

13,

14.

15.

16,

17.

selanjutn)'a disingkat UPK adalah unit sebagai
meng;lola asel. dana bergulir dan dana bantuan

lainnya. , :- -r._^-.^ ):^.
Badarr Pengau,as Unit Pengelola Kegiatan (BP-tJPK), yang selanjutnya disebut

Baclan pengayars aclalah baclan yang iib,,,',t.uk oleh mas.varakat melalui MAD untuk

mcluksunalkan pcngawasan interirat baik sccara rulin altru insidcntil dalam hal

pcniiclolaaln kcgialan darr kcuangan olch unit icrnl:i,tglt tcknis BIiAD scrta

L"rionggu.g jar,r,ab l<cpada masyarakaL mclalui BKAD. 
.

Mursyglvararh Desa, yanfl selanjutnya clisebut Musdcs trciglah ft>rum musyawarah

masyarakat yang dilaksantrkan di tingkat dcsa'
Mus.yarvarah Antar Desa, yang selanjut.nya disingkat MAD adalah forum lintas

desa'yang c]ilaksarnakan secara sukarela atas dasar kcsepakan antar desa disatu--,'
wila.yah dalam satu kecamnlan dengan suatu maksutcl clittr turjr-ran tertentu. .<
Musyararverrah Pcrcncanaan Pcmbangunan Dcsa, .ytlng selanjutnya -difebut
M usrcnbang Dcsa adalah lorum anLar pentangkr-t ke pcntingiln --dzri6-m 

rangka

menyusun rcncana pembangunan di tingkat Desa' 
---.-.. t:"i .

Musyarawarnh Perencanaan Pembangunan Kecamettan-/sel-drnljY].ny'
tulusrcnbang Kccamertan zrclalah lorum antar P-rm?l.qgl<q fl(\J+titinga
:;:gka :TC;r,.'-isun rencana pcmbangunan di 

-rSk?L'KetdTqLh\:.,\ ] |

disebut
n dalarm

;i=1[ili; *fu.6*"r'h d"*u. d*r, ditctapkan melalui keputusan
-;;g ;;;i",g{ mJlaksanakan dan mengelota }<egiatan pcmbangunan

partisiPat il"
2l.Tim pcmcllharft'anadalah t.im .yang dibctu.k dari anggota masyarakat yang dipilih 

'

6ari r-,-Usyilwurah dcsa atau lembagil kcmasyarotuton yang sudah ada dan
-/ .t r-^-.1 ^r^- ^^-L-^hdrrhon nartls.ln,B ltl-

_berfugas mcmelihara hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatit'

.22-, Lembaga Kemasyarakatan Desa, ya;g selanjutnya disebut LKD adalah lembaga atau

waclarh yanF,, clibcnlurk atas prakarsa ,na*yaroit't sebagai mitra pcmcrintah dcsat

diilarn mcnilmpLlng clan mewujurdkan uopli,*i sc:rta kcburturhan nrasvarakat di

l:i<larrg pt:ntl>angunaln -,:.-:---r-..r r-

23. Flarcii-rn Perrnus.ytlwaratan L)csa, ynng sclttrrjutn5'a disingki'rt t3PD aclalah lembaga yang

nrelaksanakan [ungsi pemerintahan yelng 
- 
anggotan-ya merupakan wakil dari

pcnduduk Desa 6erdasarkan keter*akiian *;itayah dan ditetapkan secara

demokratis'
24, Asct aclala' hasil-hasil pembangunan partisipatif meliputi aset produktif, o's€t noo

pro<luktil', kclcmbagaan clan pola pembangunan partisipati['

25, Simpan Pin.iam lthusLts Pcrcmpuan, yang *tton.luLn'va cliscbut sPP adalah simpar'n

pirrjam urrruik kckrmpok pcrcmpuan yan,{4 bcrsilat bcrgulir. ..,. ,

26. Sertuan Kcrj3r Perr .rgkat Dacrah Kabupaten' y€lng sclanjutnya disi'ngkat SXpO

Kabuperten odrlon p.iut uu.a fungs.i ekskutif di tingkat kabupaten'
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(1)

\2)

B.{B II
STATUSDA}iLEIIBAGAPELAKSA]iAPERLINDU];GA}i,

PENGELOLAA}'I DAI'J PELESTARIA}'I ASET

Bagian Kesatu
Status Aset

Pastrl 2

Ase t .Var-rg htlrus dilindungi, dikelola dan clilesLaril<an terdiri dari:

i,, ,r.ip.oduktif yang berupa dana bergulir; dan

c. hasil kcgii.rLetn lainnya berupa sistcm. d.'? struktttr kclcmbagaan yang telah

rcrbcnturii bcrikurt prinsip kcrja dan lettt,r kcl,lzt..

/rsc:r sr:L.rugi.rirni.rna cjim,l<suci prl;i ,,r.'at (1) ticial< dapitt ciipirrclah tangankan' dan

stalusnvet tt't.itp mcnjadi milil< matsyztritkttt'
I

i

Bagian Kedua
Lemblaga Pelaksana

Pasal 3

{t) ksan,
lm Pas
:ma.a

Pcla
dala

p p{l,l n{ o u nrg a.Nfn E N G E L O LAAN D AN P EL E ST ARI A N A S ET

---'''-' Bagian Kesatu
Perlindungan

'-'.' Pasatl 4

Mck,nismc pcrrindungan Asct clilaks,nakan rnr:ralui Lahiipan scbagai bcrikut:

(1) rnvcntarisasi scluiuh a.ct bescrLa rrarsir-hasir kcgiatan pcnrbangunan partisipatil

r;lchBKADurr[u}<disahkanrllehBupaitimclaluiCamarLsebrigaiaSetmasyarakat
veit'lg harus cJilinclungi dan dilcstarikan'

12) ircrnr.rntaprn'to.t..uagaan dan produktiiitas BKAD antarzl lain berupa :

a. BKAD mcn.\'usul'l dan meneLapkan strul<Lur l<elembergaan dan atLlran yang

l:crl<ilirtrrr clengan perlindLlngeln, pengelolaan clatn pelesLarian aset yang

cliLuritngk.Lt ciaiarn Anggara. []ttsar'<litrr Anggartrn t?urrna.'i'arngga (AD/ART);

b.Anggaro,..,Do'",.scuagaimanadimaksudpaaa,hurula,memualnama,[empat,
kcdudukltn, wilayah l<crja dan. jangka waktu' asas' prinsip' dasar hukum'

land,san pelal<sanaan, ,i.,, n',1*i,'tuiuan, f"*u"t'ly\.", kegiatan' p:rm dalan'

sumbcr pcndi.rnaa,-,, t .t.*[ugor,n,'p"n',birror,n, pt'ttt'lisihan clan pcn-rbubaran;

sebagaimana
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. f - irsaf,z:l R'.tma. Tar:-oga secaEa.:1a:; :.:1a(s*: :a:a :-:u. a. iL:=-';':
-' ' \'l:::q'*'

l(cLcllLLlilllumum,kcanggoLaainB:i-i)'te'en'3cr(i''ln3li'r'D'pcngllrulsBii'jl';'
tlusvil\\'lrirl'l Ell(AD, kclcmbagairn ()f)(';-risi,r:-titi U l']l\, l<clcmililgttettr tlp<:rasit>lliii

13acliirr Pt:trgil\\,?is, kclr:mbargiurn o;tt't'ltsiotlal tirn vt:ril'ikarsi, l<clcmb:rgatl,llr

9pt:r'rrsigr'r1l tim, pcrr<lanilan, l<t:lonrpok pornilr-ilirirt, sttmbcr pe ndanelan,
adminisLrarsi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan

pcnyclcsarikan kewajiban;
cl. L.,ernbaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada htrrul a harus

tnon.yLlsrrr"i stanclrtr operasir>nill prosedurr (SOP) vanS cliseturjui MAD clan disahkan
olr:h Crirttit; cian

c. l,cmltaga hlsil bcntul<eln BKAD scbagaimanar dimaksud pada huruf a berpedoman
pada PeraLLtratr Bupati ini,

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5

--/prhak kctigir . _,
Pcrcncernaun pcmbangunan partisipatil' scbagaiimana dimakgueilpada ayat (1)

:.-,..:u-: ,-:tf ll l

.- :.-"^ -.-:.. ,.:.-: r;- a.::as ::. jsYit""a:2r:l c: rll:sa cli:l a-p-iil-f-c]tli{ai 

"_:)
'--- --' -''---- - . :-:..r.. - -'.:,-:-'-7;=-i .'c-l lr.rlIlJ)-i:rlxi.irialr Keadaa:r

'.- - :-:-' 1:-' :i:. : '-'--:'-" 1:)- '"-'--= --:-:'-1-"t-
-: -:--- - --:'- - : _ " : -

/ 
/t'

> -:.,..: l -' ..:--t. ?:i- l'1 1;s= 
"" ;;{ 

1:' - - - - >- .'r ''" r- ' :": '- --::

;:.-.::...>...,,s,-pl.,::.t'r:r.:i:..,r.r57,:u:-u:^. lat. l.-..,i -.-.. rc.l lr.-.1.clC.;r(.11, RP,J\i Des-t

scoagai saLu-seiLun\g-siimbcr usulan cii l)esa;

t{. mcndol-ong p-c.nyarl;rets?.rn I-lasil Musrcnbang }rcc;ttmi.lLiln clcngattr Rcnslra SI(PD

Llntuk lrrerr--fhasilkarn Ii<:n.ia SKPD .\'ang partisiprrt il':

h. mgffirot g'|erwu;uc1nyi.r pcngelolaan pcmcrintah ,\/iltrg tlaik (Coocl Gouemance)

-4i cicsa clitrr l<abuPelLcll;
z-, t. menoorong Lerwujudn.ya kelembagaan mas\arakaL clarr pemerinLah yang lebih

partisiPertif;
j mcmoLivasi dan mendorong masyarakat termasr-tk l<elompok Rumah. Tangga

Miski. (IRTM) clan p.."n",[rr. ogo,. bcrpcratn arktll dal,m sctiap kegiatan

pcrcnc?l 11iti-l rl, pcIaksernnal n da n pcIcstir riiin pcm L>at n gu na n ;

l<. rncrnc>livi,tst dan mcnd<>r6ng para pcmalngkur kcllr:ntitrgatr: dalatm pcLnbetngunan

unLuk bcrpihak pada penanggulangan I<emisl<inan;

L meningkaLkan kapasiias pelaiur-pe'izrku lang ada di desa dan kecamatan dalan:

I<ilittttr p('llgelolaan pcmbangunan partisipatii; ,. ---.
.1. ,rcr,l'asilirar'si pcmc;inLah un[ul( mcnclaryagunal(an l.cmbaga kcmasyarakatan

scpcrti LKD darlam pcrcnCanaan, pclaksanaan clitrt pclcsLarian pcmbangunan;

(2)

dan
mcnjalin sinergiLas dall l<oordintrsi
clunia ponclidikaln, lcgislatrl dan

dcr-rgi.tn pcmorintah l(tlbupaLcn, dunia usaha'
pcliik'"r iainnr n <itrlttm ri'ingka mcmpcrkuiat

7
gel

ST
!l-

partl
ma -l

(1) Pengelr:laan itset mc'lipr-rti kegiaLan perencanaan pe mbangunan ',

pcngclolalan l(cgial.i].,i elntrlr dcsa, pcngclolaeln asct pr<ldutktif darr kcrjasa

n.
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-^ :r" -' rt.ili-la: a::,,::l-:r.l S-'.j..<1.11 ,:1.,- -- 1-:r:l. l-:. ..-.:--. r'..- . :1 .'j..:-'-.. '-- /.-1..1

a. memlasilitasi, mei'encan?t(an can :.-,e :.g:.: : (t:- tsa 1r.,. =:.-a,::esa;- '_''r"r'' 'r''ln identilikasi potcnsi desa ,rai1g capaL ciiircin:l.lngl(ait rxL'nJaoi scniratltLlclt\L-tI\c

Ircngembangan ckonr>mi, sosial Can budir-\'a anLur Clu^sal,

c, mcmlasilitasi penainganan dan pen)/clcsaian maisarlirh pcr-sclisihitn elntilr dcsar datn
masetlah lilin yerng timbul dari pelaksanere.rn kcr.ji,isarmir i:nrlar dcsa; di.rn

(1. rnoridor'ong pclal<satrailn pclcstarriiln irusrl-hasil l<r:giati,rr-r dcsa clitr't antai'desa.
(1) I:)etrgclolarln asct produktil' scl>agairnana climal<surc1 prrdar a1'at ( l) rneliputi :

r.t. mcrnfasilitarsi r-erbenLul<n.ya kerjasan-ra dengan pihak ketiga dalam kaitan
pengelolaan ase[ produktil, sumber daya lokal dan t.ekrrologi tepat gulra;

b. mendorong pengembangan UPK sebagai pengel<>la kegiaLun yang hnndal, dengan
bas;is kcgiarLan sebagai lembarga keuangern mikrr> dan lcmbaga kelola teknis
progrrlm;

c. r-ncnclorong UPIi mc:n.jadi bisnis sosir:l mas)/srrulkal l<c:<:amatan;
cl. mcrrrlororrg l<:rtlcnt ullryir kclompok r.lirn lr:m ltilgir Lrsirltir rlc:si.i vang bcrbarsis

pongemlrangan sumbcrdaya ekonomi lokal;

rana dasar meliputi :

jalan, jembatar:, saluran
i::q,isi (,,II r,ir lt.t -itrt t1)---"

lt. [tangur-irrrr s[yk\11{ pri-.lsi]relnzr kcst:hitlitn diisar mas\'?.Iratl<at, sc:perti iledung
[)osyan11u, gc;dun14 Polirrdcs, gcdLrng Ponkcsrics, MCK dttrr larin-Iairr;

c. bapgrfi'an sarana prasarana pendidikan dasar masyaral<at, seperti gedung PAUD,

----€cdung'1'K, gedung pusat pelatihan masyarakat, dan lain-lain; dan

-.-...'-'cL sarilna prasarana prodr-rktif, seperti Pasar Desa, Pengelolaan Air Bersih dan lain-
lain,

(2) Ascr scbagaimana dimaksucl pada a.yilt (l) tidak dapat clipindah tangankan dan
stiitLlsn.yii n-rcnjricli ?tsct clcsa )/t.i11g ditct?rpkitn m<:ltilui K<:putLlsan Buparl.i,

(3) irr:ngclslatap tci[erclap ilsoI clcsa scb,gaimainii c]imcrksurcl pi'tdir,.\"ilt (l)diatur mclalui
I)r: r'i.r LL.l ra Ir l)<.:sa.

Pasal 7

(l) pclcsLariln asct yarrg bcrurpa bangr-lniin saran:l l)rilsirranil clrtsttr clili'rkukan <>lch tinr

pcmcliIaralerlt .\,r]ng clitctapl<an <1cngan Iicputusill1 [icpirli't I)c:sar.

(2) irclcsLariern ?rsct yang mcruparkein asct prt>dul<til' bcrupa dana bcrgulir dilakukarr

Oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh uPl(.
(3) Sinkrc>nisrri .1or, pengembangan tim pelestarian di tingkat desa dilakukan oleh LKD'

(4) pendanaan l<cgiaLan- pelesL.riar-r asel sebagaintantl dirnal<sud pada ayal (1)

:ngawas <lan urnrt Ic
cnjaga nctraliLas;
rsi yang px:lc'sionatl dar

:ndukung UPIi scsuai
; dan
n cl irrr l;t:lir l<sirrt;.tl-n1 s

mcndororrg pengembarrrgan baclan per
handal, dapat dipercaya dan mampLl nte
mcndrlrong pengembangan Tim Verihkal
mcnd<>nrng pengcmbangan lembaga pc
Luqits pokok dan [urrgsi marsing-masing;
::r'. :'.: :-.r,<.rl <rr:t t'l^ck'.i1itirs r;cntb<:rllri<uriu

:. '.'.. '---ar..: 
,.=:i :i3-.ia s::?.:at::.a:

c.

I
U

r"=

nrbtrgar t3t(AD.v'?rng ,/

n indepcn qgrrt"'
i dcrrgarr'lcbuLuhan

" '- ,'1
rtrra(sl lol<al scbagari

^jllh ri J-,.riputi:
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BAB I\'
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI PEiIIERINTAH DESA

TERHADAP ASET PRODUKTiF DAN NON PRODUKTIF

Bagian Kesatu
Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Produktif

Pzrsal 8

(1) 'l'crhadap asct produrl<til, Pemerintah Desa berl<ewajiban:
i:r. mendul<urrg kelembagaan dan pelal<sanaan program t3KAD;
b. mcn.rbrttrgltn piilrtisipasi milsynrakat r.lc:ser dalzrm upal.\'i:r mcn.jerga l<ciangsungan

pc rl i rrcl r r n ga n, pcngcl<>larar n c'la rr pclcsLrr ria n asct prod ur kti l';
c, mcningkaLl<an kcLaaLan masyarakat ur-rtuk mclaksuntrl<an kewajibannya sebagai

pcncrima manfaat;
d. melal<uknn pembinaan dan pcngaw.rsan tcrhadzrp pcncrima manfaat sesuai

program .yang ditetapkan BKAD;
c, mc-rnbr:r'il<arn laporan, baik lisr.rn darn/aLau Lertulis

rlirlirrtir iltur-r tidak kepzrcla EIKAD; darr
i', bcrternggLtngjatw,arb dalarn rnc:lakurkan pcnelngilrrr"\n

pcrmasi.tlahan pengelc>laan dana bcrgulir di desan.ya.
(2) 'lcrhadap asct prr:dukLil, PcmcrinLarh Dcsa bcrhak:

irt.irs pcncrima rnanlaat, baik -./,.-..
./-'

clan pcnve.I,isaian'--''

..2-' r'1
pelestarian

ng dikelola

_/
-/-E=a-

I -^ ti\t 
-/ ses{xedua

Xewgrjilidn, Hak dqn-drangan terhadap Aset Non Produktif

-.--t"' 
Pasal 9

( I )'lcrhada p a sgl"'ntii 
"prod 

ukti f, Pemerinta h Desa berkewaj i ba rr :

ir. nc;wj'@t <ian mcmeliharar bangunan fisil< prasaranil clitsitr yanf{ ada;
l2-.-lit'eningkr.rtkiln lurrgsi dan kcsinambutngitn marllttattt.\'i,t; clatn

-.----';. nleml-lcrikan laporan siccara terlulis eltas kondisi clttn 1:e:trgembangan manfaat
etscr prasarana dasar yang a<ia kcpadar [SupaLi nrclalui UKAD scLcllrpaL

(2) Tcrhaclap asct. non produktif, Pcmcrintah Desa borhak:
a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset

prr*orun, dasar Yang ada; dan
L:. mcpgf{Llltukun piruniukan hasil kcu.nt.ungnlil ?.lt.ls pcmatnlaat.an aSet prasarana

(3) 'l'cr[aclap ase t non procluktif, Pemerint.ah l)esa dilarang:
ru. mengalihlcan pengelolaan aseL kepacla pihak ,lain .yang. bukan rnenjadi

kcwcnangannya; dan
b. menjual atau memindahtangankan

rncnjad i kcwenangannya.
bangunari fisit< kepada'pihak lain yang bukan
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BAB V
PERAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 10

TUJUAN, FUNGSI, KERJA BKAD

c. m e n rber n LLI Le ir.l,uj ucl nya in Llgrasi program-progrilm yang berbasis

BIiAD clibc'ntr.rk clcngan tujuan :

ru, r'crcsturikrrrr clan mcngcnrllangr*rn kcgi*tan rl,rrir t:crgurlir v..g dihasilkan

pembangunan partisipatit' dan banLuatn penclanaan lain untuk penyediaan

p"naona"rn kcbuiuhan usaha dan s<>sial cJetsetr masynrilkat; 
l

b. meloml:agakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyecliaan dana pendukung

usaha masf arakat miskin yang kurang mendapatkan etkscs.lcmbaga kcuangan;

o. mcncl<lr<lr.tg tcr\Nujudnya p.,mbangunan sar.tna prasari.Ina clasar melalui pendekatan

si stcm p.,* br, n gu n, n pariisi patil un turk pcmbordayaan mas.)'a rakat;

cl. membarrgun kJ,iasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;

r-:c :-: rc rd a-yitan masYaral<at; dan
a :::: r^rlr o:()ng n-rasyarakeit untuk memiliki posisi

:, : -i.i:,:,'^: dairi pemerintah untuk program-program

C.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal I I --1-'

-/t -"'

l<etiga atas dasArafftPg!tusan MAD;(,

1:cn gclolaa rr Pc:9gar(r as..In ),1! 6-k,rkar-t dalam bcntuk

[: i :;;,;;;,,,-' u-P'ft , B adga'Y{nsa \\ a s' r i m v t' ri ii ka s i d a n

tawar tcrhadaP akan
penanggulangan $l

kegiatan suPervisi terhadaP
lcmbaga Pendukung lainnYa;

/

rlitt-t -// i-Lr l).pr5irrrgunan u'ilayah pcrdcsaan
pcngcn-rb,,,,g,,rr-6Iitttltlnri.kitrtttsatt't pt:rclc-:'l'l::,lil'',,.,rr,.,(\1). 

nr.r.(.s^r.rn 'ang 
mcmilil<icl 

IliJ";J;'Ji"[il"]'i-i,'T.'i'"ii;,;J;',i,.rr."irx r<r'u,'asir. pr:rclt:sititn )'ans mcmilil<i

Uq*t6"tan- ktun ggulan di bidang terten tu'

Bagian Ketiga
. Peran

Pi'rsa[ 12

BKAD menjalankan Peran sebagat :

,. p.ng.lola sistcm pembangunan partisipatil;

; fen[etola kegratan kerjasama antar desa;

cr, pengelola t .,rongrn Mlkro yang pelaks-anaannyl- dilal<ul<an oleh UPK;

; pcrr[clola kc'rjasama dengan,pihak ketiga; dan

c. pcngcmbi ,-.,g''X.,glartan ,.rrir, ,.trt''n'ii1' tcrmasutl< pc.gcmbangeln pcmbangunan

c'l<c>ntlnli I<iltvitstin pt:rdcsititl-l'

'-7t11

\til I
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:

Bagian KeeraPat
PrinsiP Kerja

Pasal 1 3

Bi(AD nrcnjalittrl<an kcgiarannya dcngan mcnjurnjunli tinggi prinsip-prinsrp kcrja sebagai

bcrikut:
a. 1<cpr.ist.ian hul<ulm;
b. bcr'oricnlasi 1lacla mttstr'arakat miskin;

c. parLisiParsi;
d. kcadilan clan keselr'traan gr.:nderr;

c, clcmol<r'aLis;
[. transparansi diin akuntabel;
g priorittts; dtrrt
h. kcbcrlanjutain.

Pasal 1 4

(r) RIiAD daram menjalar-rkan rungsi, peran clan rujr-rann'it, atas pertimbangan efisiensi-/

clarn clcl<ti[itas dapat *.rrrnrr.rn pengaciaatt bcrtagai ;^;;;; i;; 
-yil**6nu

LcrmasLlI( gt:dutl-tg kanltlr scbagai pusaL Ia1'analn'LcrmasLlI( gt:dutl-tg kanltlr scbagai pusaL Ia1'analn

t2) Pc,'rgardar,in ,.i[rgri*ana dimaksucl padi "i:.-l]], :1::'';i]::ll, i']:'1ii1.,i:';F3T:l;llIii;,.:llJl,, i::l.!*','n1lu"n].;.;;;firl.,,,, f.r,,,,urju'r. r-3u1rrlii qcilalui SKPD 1'a.g
. i \-,

It',cirtititi<:tr-l 
-sega 

^ P::?#,':t nuu altas ascr bcrqcr:rk ian, atau Liaalk bcrgerak'

H,';xfiilfil;fi:Ii:f ixT,,;;1;;;;::i^;:I:j, l^:i:::,':1.i;]-i:.Iff.xs?i'"*' ';;il':illil;,il;T:T'lI.T,;il."5;i;;"'il;i',,i," ".-,"..'.bans 
Kccamatan; dan

3, rncrggrr,,o-k,i,, ,Jlts't ,f rrilrf,rX kctigar 
'"."'g 

t'i:ltrh <1isi:tu'jui clan ditctapkan oleh

)kpf.
)s.-(.<,u'a..1iban :

--.-'''' t. metat<sanakan keputusan rapat MA?;

2. mengajLLI<an Rencana tlerja darr RAB tahunan piirlti MAD;

li.rncr-rgclt,llitl<cuatrgankclr,,.nb,.g,ondcngtrnlcrLibcltltlakutrr|abcl;darr
4, rnsrnburar [,pr>ran p.,ror..rnnr,un t "giri"; i;; 

pcngclt>letein kcutangan maksimal 3

(tiga) br.rlan sckali d;,;'" i;il,rr,r,' pelaksanaan tugas setahun sekali kepada

masyarakat molalui MAD'

riitunjr-rk,

-r s-* t

Bagian Kedua
Pendanaan BI{AD

Pasal I 6

ill l)e trtl t rtiiirr tt ttul< opc::is ('1,']:.,'':l:,,1:1,::":,::i ,1:',',1.l]:l'li;]''il,nr*':1i:t::;]l::
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Sumber pernbia.r'aan operasional kantor.
rapaL-rapal I musyawarah serta biaya
surplus alau pcndapatan jasa keuangan
opcrasional dzrri pcngelolaan program
kcuntungan pengelolaan unit usaha yang

hcnorar-iurn 1 ir-:sentii Fenglrrlrs Harian dan
lain yang tellh tliseperkati bcrsumber dari
/ pinjaman lJana Bcrgulir, stimulan biaya
sebagai tambahan jika discpakati MAD,
dikembangkan oleh BKAD.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH I(ABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA

Pe ran r:tri:*[r?.H 
"p 

ate n
Pasal 17

(l) Bupilt.i aclalerh penrbina cJalam melindungi, mengel<>la, clan melestarikan hasil-hasil
kegir.rtan pembangunan partisipatif ditingkat kabupaten.

(2) 13urpati ettas nama PcmerinLah Kabupaten memiliki ker.r,c:rrnngan <lirlanr mcrmberikern -/
pcrlimbangan dan perselujuan terhadap keberlanjuLan l<erjasama antar desa da\tm''
l-rctrtul( I3KAD. /--'/(3) Dalum Lrp.lvir pcrlindungan, pcngclclleran clan pelcstariern ilsct, BurpaLi,rnc-lhlui SKPD
.\'ang diturnjuk momiliki kcwcnangaln scbagai bcrikurt ; _--"-1
a, mclakukan pembinaan dalam pcningki'iti.rn kerpasit,,rr gprntiycl.\.1,]al mtrnusiu bagi

^/\h /yr r rr r c'. P L'A n. ....--/ r'1 I n .) I I

.ysrrt; LrlL9trrJur\ trrvrrrlllrll r\vvvwrr(tr1r6({tr ouuqiicll uvt tLLtt . _-1 r-1

a, mclakukan pembinaan clalam pcningki'iti.rn kerpasit,,r, qyrnti-,f.la.r,l,,,i mtrnusin bagi
pcnsurus BKAD; -_--";i ,..i / A" i I

l:. mcmbcrikan bantuan dana pembinaan dari ryB'D.,WAtlrrtrrltr:h;\cla\l i

: -:r?-t?-"i":?s:t:::':sa=: i:::;.: :.lal-: 'r:':-1{--'i ll ll l' !l\ \'\ ll I

:::-:;:- SgSa.

pcnanggung ja*'erb dalam pelcstarian hasil

12) Kr:pala dt:si,t sc:la merinlah Dcsa, dalam rangka pclcstariiln hasil kcgiatan dapat
Kcpala Desa dan Pcraturiln Bersatna.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 19

(l) pengau,asan internal BKAD dilakukani, oleh tir:r yang bertindak sebagai Badan
l)crrgirn,irs \,'il11g clibentt.rl< dan ditetapkan oleh Forutnt MAD unt.uk bertugas
mclirkrrkilrr pt'ngr,rwilsiln l<:rhadap pi:ngtl<lli.tttn kc:girttlrtt IJI(nD, .\rarlg mOkanismc'

1:r: I it k si r n i I a n n vrt cl in t ur r cl c rr ga n A D / A RT'

(2) pcngawasiln pcrlindungan dan pclcslariarr hasil kcgiartarr I?NPM MPd dilakukan oleh

lnspcktorat Kabupaten'Ltau lembaga yang ditunjuk dan clitetapkan oleh Bupati.

pembangunan partisi ngkat dcsa.

menci'bill<iln turan Dcsa, Kcputusan
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(1)

:i

BAB D(
PEIfYELESAIAN PERSELISIHAN

P:r.sal 20

Apabila tt'rjirdi pcrsclisihan kcr.jasarna alntLrr clcsir clalirm mclaksanakan,
pcrlitrclungan, pcngelolaan dan pclcstariarn pcmbangLtn.ln palrtisipartil, mnka
pcnyelesaiarr ettas perselisihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat
dengein iasilitasi Camat sebagai mediator.
Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) tidak Lercapai, maka
dite mpuh melaluijal,ur hukum,

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pnsal 2 l

(2)

Pillir-rg lamn 3 (ti5;a) br-.rlan sc:telah Peraturarr Rr,rpati
diln UPI( _\.'autg tclah ada clarn beropcrersi hirrus
pcrlrnd Lrngern, pcngcloleran cjitn pclcstarii: rr alsct
l<clcntuarn \ ang rliatur dalam Pcraluran Bupati ini.

Salinan sesuai dengan asli
a.n. SEKRETARIS KABUPA

PEMERINTAHA
u.b.

IAN HUKU

Tingkat

ini nrrrliri berli,rku, maka
rncn\'('sLritil<itn tliri ciirlam
pcm'baingunatn partisipatj,

,t7 /\'t /, \

BUPATI JEMBER,

rrd

M,ZA DJALAL

a

BAB XI
KETE}iTUAIi PEN

BKA D
rangK4
s6suai

,,p

312 198603 | 1014

: :..
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LAMPIRAN FOTO

1. Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

2. Wawancara dengan Bapak Budi selaku Pelaksana PNPM
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3. Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah Ketua Kelompok Dasa Wisma 2 dan Jenis
Usaha Warung

4. Wawancara dengan Ibu Fitriyani Ketua Kelompok Nurul Islam dan Usaha Warung
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5. Wawancara dengan Ibu Lailip Ketua Kelompok Khoirunissa dan Usaha Jual Bibit
Lombok

6. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Ketua Kelompok Ahrommah dan Usaha Jual
Sayur Keliling
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7. Wawancara dengan Ibu Suyinah Ketua Kelompok Annisak dan Usaha Rongsokan

8. Wawancara dengan Ibu Suwarni Ketua Kelompok Kamboja dan Usaha Jual Mie
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9. Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah Ketua Kelompok Jaya Makmur dan Usaha
Jual Ikan Hias

10. Wawancara dengan Ibu Qurrotul Aini Ketua Kelompok Nurus Shofa dan Usaha
Jual Mie Bungkus

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11. Wawancara dengan Ibu Tutik Arifah Ketua Kelompok Nurul Makrifah B dan
Wawancara dengan Ibu Lilis Ketua Kelompok Al Hidayah

12. Wawancara dengan Ibu Susyati Ketua Kelompok PKK Desa dan Wawancara
dengan Ibu Slamet Ketua Kelompok Muslimat
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13. Wawancara dengan Ibu Vita Ketua kelompok Dahlia 28B dan Wawancara
dengan Ibu Farida Ketua Kelompok Dasa Wisma

14. Wawancara dengan Ibu Nurul Ketua Kelompok Dama Dahlia 28 dan Usaha
Anggota SPP Ibu Holifah Jual Krupuk
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15. Usaha Anggota SPP Jual Bensin dan Bengkel

16. Usaha Anggota SPP Penjahit dan Jual Batu Piring
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